Panduan Fatwa MUI Sulawesi Selatan hadir sebagai
pedoman dalam memahami dan melaksanakan fungsi
fatwa secara ilmiah, metodologis, kolektif, dan bertanggung
jawab. Buku ini menguraikan perjalanan sejarah fatwa
dalam Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad saw., masa
sahabat dan tabi‘in, perkembangan mazhab fikih, hingga
transformasilembaga fatwa di eramodern.

Tidak hanya membahas aspek historis, buku ini juga
menguraikan jalur-jalur fatwa (masalik al-iftd’), tata kerja
mufti, prinsip kolektivitas keilmuan, pertimbangan
magqasid al-shari‘ah, pemahaman terhadap realitas sosial,
serta kaidah dan batas-batas perubahan fatwa. Di dalamnya
turut disajikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa
MUI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman aplikatif
dalam proses perumusan fatwa.

Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengurus
MUI, anggota Komisi Fatwa, dai, akademisi, serta pihak
terkait dalam memahami proses fatwa yang berlandaskan
sumber syariat, disiplin metodologis, musyawarah, dan
kemaslahatan umat. Berakar pada syariat, berpijak pada

ilmu, dan responsif terhadap realitas masyarakat.

JI. Monumen Emmy Saelan No. 5a, Gn. Sari,
Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
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KATA PENGANTAR
deg ez B e ol s3ally eollall ) s and!

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai
pedoman resmi dalam pelaksanaan tugas keulamaan, khususnya di
bidang fatwa.

Fatwa merupakan amanah keilmuan dan tanggung jawab
keagamaan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan umat.
Sejarah Islam menunjukkan bahwa fatwa tidak pernah diposisikan
sebagai pendapat personal yang bebas nilai, melainkan sebagai hasil
ijtihad yang berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, maqasid al-shari‘ah,
serta pertimbangan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, fatwa
menuntut keilmuan yang mendalam, integritas moral, kehati-hatian
metodologis, dan kepekaan sosial.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara bangsa yang majemulk,
fatwa memiliki fungsi strategis sebagai panduan keagamaan yang
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menyejukkan, moderat, dan konstruktif. Majelis Ulama Indonesia
(MUI), sebagai wadah musyawarah ulama lintas ormas dan mazhab,
memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap
fatwa yang dikeluarkan tidak hanya sahih secara syar‘i, tetapi juga
relevan dengan realitas sosial dan kearifan lokal.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan landasan historis,
metodologis, dan operasional bagi pelaksanaan fatwa di lingkungan
MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalamnya dibahas sejarah
perkembangan fatwa dalam Islam, jalur-jalur fatwa (masalik al-ifta’),
kaidah perubahan fatwa, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP)
fatwa yang bersifat aplikatif dan kelembagaan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan bersama bagi
pengurus MUI, anggota Komisi Fatwa, para dai, akademisi, serta
pihak-pihak terkait dalam memahami dan menjalankan fungsi
fatwa secara bertanggung jawab, moderat, dan berorientasi pada
kemaslahatan umat dan bangsa.

Akhir kata, semoga buku panduan ini menjadi bagian dari
ikhtiar kolektif dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, memperkuat
persatuan umat, dan menghadirkan fatwa yang menjadi rahmat bagi
seluruh masyarakat.

Makassar, 18 Desember 2025

Ketua Majelis Ulama Indonesia

Provinsi Sulawesi Selatan

Prof. DR. KH. Najamuddin Bin Abd Safa, Lc. M.A
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BAB I
SEJARAH FATWA DAN KEDUDUKANNYA
DALAM ISLAM

A. Pengertian Fatwa dan Urgensinya bagi Umat

Fatwa secara terminologis adalah penjelasan hukum syariat
terhadap suatu persoalan yang ditanyakan oleh individu atau
masyarakat, tanpa daya paksa yuridis, tetapi memiliki kekuatan
moral dan keagamaan yang besar. Al-Jurjani mendefinisikan fatwa
sebagai ikhbar ‘an hukm Allah (pemberitahuan tentang hukum
Allah), yang menegaskan bahwa fatwa bukan sekadar opini,
melainkan representasi pemahaman terhadap kehendak syariat.’

Dalam kehidupan umat Islam, fatwa berfungsi sebagai jembatan
antara teks syariat yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan
yang dinamis. Karena tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan
secara eksplisit dalam nash, maka fatwa menjadi sarana utama
untuk memastikan bahwa praktik keagamaan dan sosial umat tetap
berada dalam koridor syariat2.

1 ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, al-Ta7ifat, ed. cyai=\l ys i\l La», Beirut: Dar
al-Kutub al-Tlmiyyah, 1983, hlm. 171.
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Secara bahasa, kata fatwa bersumber dari bahasa Arab, yaitu
“sz:.b)\”. Ibnu Manzhur merumuskan bahwa redaksi fatwa
terbentuk dari isi kata “é_'e” atau ‘lg;ie” yang berarti “muda,
kebaruan, menjelaskan dan penerangan.“ Secara istilahi, kata
fatwa bermakna pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam
yang merupakan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang
diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam
kajian ushul fikih, fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan
seorang mujtahid atau fagih sebagai jawaban yang diajukan peminta
fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.”

Definsi fatwa secara istilah atau terminology, seperti yang
dirumuskan oleh Zamakhsyari, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan
ketentuan hukum syariat terkait suatu isu atau permasalahan hukum
berdasarkan suatu pertanyaan dari seseorang atau suatu komunitas
dan badan tertentu. Sementara itu, Imam Syatibi mendifinisikan
fatwa yang berarti al-ifta, yaitu suatu penafsiran-penafsiran ketentuan
hukum syariat yang tidak ada ikatan untuk diikuti. Sedangkan ulama
senior, Yusuf Qardawi merumuskan bahwa fatwa merupakan suatu
pengerahan berfikir untuk menjelaskan ketentuan hukum syariat
terkait isu dan masalah tertentu sebagai respon dan jawaban atas
pertanyaan yang dipertanyakan oleh peminta fatwa (mustafi) baik
secara individual maupun kolektifitas.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa obyek
dan substansi fatwa berkaitan dengan suatu persoalan tentang
hukum Islam yang diajukan oleh peminta fatwa, baik sebagai
pribadi, lembaga, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. Sifat

2 Abtx Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilm al-
Usul, jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000, hlm. 4-6.
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fatwa itu tidak memiliki daya mengikat. Karena itu, substansi fatwa
dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh peminta fatwa (mustafti) dan
juga dapat menolak isi fatwa itu, ataupun dapat meminta fatwa
kepada muftilain. Secara hierarkis, hasil fatwa yang satu tidak dapat
membatalkan keputusan fatwa muftl yang lainnya, berdasarkan

suatu kaidah usul ** 3\.@2—&\: LAk 2N 3\.@;-31\ “

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu:
Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal
opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau
permintaan fatwa (based on demand).

Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat
mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan,
lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau
hukum yang diberikan kepadanya.

Contoh:

Persoalan transaksi ekonomi modern, seperti jual beli daring
atau akad pembiayaan kontemporer, tidak ditemukan
secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga
membutuhkan fatwa sebagai penjelasan hukumnya
berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat.

B. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, fatwa menempati posisi strategis
sebagai instrumen penjelas hukum, berbeda dengan qadh&
(putusan hakim) yang bersifat mengikat. Al-Qarafi membedakan

3 Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Thkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam, Beirut:
Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1998, hlm. 5—7.
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secara tegas antara fatwa dan keputusan hakim fatwa bersifat
irsyadi (bimbingan), sedangkan qadha’ bersifat ilzami (mengikat).

Meskipun tidak mengikat secara yuridis, fatwa memiliki
pengaruh besar terhadap perilaku keagamaan masyarakat. Oleh
karena itu, kesalahan dalam fatwa dapat berdampak luas dan
sistemik. Inilah sebabnya para ulama klasik memperlakukan fatwa
sebagai amanah besar yang tidak boleh diberikan kecuali oleh orang
yang benar-benar memenubhi syarat ilmiah dan moral.

Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku sistem hukum
dan perundang-undangan Nasional telah memberikan andil yang
cukup signifikan dalam terciptanya suatu perundang-undangan.
Hukum Islam sebagai sumber bahan baku perundang-undangan
Nasional didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Salah satu
isi ketentuan UU tersebut menyebutkan bahwa arah pembangunan
jangka panjang tahun 2005-2025 di bidang pembangunan hukum
adalah mewujudkan sistem hukum Nasional yang mantap bersumber
pada Pancasila dan UUD 1945. Yeni Salma Barlinti menganalisis bahwa
secara eksplisit Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar penggunaan
hukum Islam, serta sebagai sumber perundang-undangan Nasional.*
Dengan diundangkannya UU No. 17 Tahun 2007 ini, maka GBHN
1999 tidak berlaku lagi, GBHN 1999 secara jelas menyatakan bahwa
agama menjadi salah satu sumber perundang-undangan Nasional.

Materi hukum Islam tersebar pada tiga tempat, Pertama,
terkandung dalam kitab-kitab fikih. Kedua, berbentuk peraturan

4 Yasuf ibn ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Barr, Jami‘ Bayan al-1lm wa
Fadlih, jilid 2, Cairo: Dar Ibn al-Jawzi, 1994, hlm. 58—60.
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perundang-undangan yang bermuatan hukum Islam, diantara
hukum Islam yang dilegislasi itu adalah Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 21 Tahun 2008
tentang perbankan syariah, dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf. Ketiga, Putusan hakim yang telah dikodifikasi dalam
bentuk yurisprudensi. Namun dilematisnya, karena ketiga sumber
hukum Islam tersebut sering terjadi kontradiksi satu sama lainnya,
baik antara fikih dengan perundang-undangan, maupun antara
putusan hakim dengan perundang-undangan.’ Kelihatannya, fikih
yang berbentuk fatwa maupun yang termaktub dalam kitab-kitab
fikih klasik tidak dapat diperhadapkan dengan peraturan perundang-
undangan ketika terjadi kontradiktif, karena bentuk dan substansi
fikih belum mengikat dan memaksa. Karena itu, melalui proses
legislasi fikih diharapkan mampu untuk menafsirkan sesuatu yang
sifatnya umum dalam peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sebuah fatwa keagamaan tentang kehalalan atau keharaman

suatu produk dapat memengaruhi perilaku konsumsi

masyarakat secara luas, meskipun tidak disertai sanksi

hukum formal.

C. Fatwa pada Masa Nabi Muhammad £

Pada masa Nabi Muhammad %, fatwa sepenuhnya menyatu

dengan fungsi kerasulan. Nabi £ adalah satu-satunya rujukan
hukum, dan seluruh jawaban beliau terhadap persoalan umat

5  Ibrahim ibn Masa al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, jilid 4, Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 229—231.
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bersumber dari wahyu, baik yang bersifat langsung (Al-Qur’an)
maupun melalui Sunnah. Oleh karena itu, fatwa pada periode ini
bersifat pasti dan bebas dari kemungkinan kesalahan manusiawi.

Para ulama usul fikih menegaskan bahwa fatwa Nabi % memiliki
kedudukan yang sama dengan hukum syariat itu sendiri, karena
beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Hal ini menjadikan
masa kenabian sebagai standar ideal dalam praktik fatwa sepanjang
sejarah Islam.®

Contoh:

Ketika Nabi £ ditanya tentang hukum meminum nabidh

(minuman hasil perendaman kurma), beliau menjelaskan

hukumnya secara bertahap sesuai kondisi para sahabat,

menunjukkan bahwa fatwa juga memperhatikan kesiapan
sosial umat.

D. Karakteristik Fatwa pada Masa Kenabian

Fatwa pada masa Nabi £ memiliki beberapa karakter utama.
Pertama, bersifat edukatif, yaitu tidak hanya menjawab hukum,
tetapi juga membina akhlak dan keimanan umat. Kedua, bersifat
kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi penanya. Ketiga,
mengarah pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Al-Shatibi
menegaskan bahwa seluruh praktik hukum Nabi ££ berorientasi
pada realisasi maqasid al-syar1‘ah.”

6  Sayf al-Din ‘Ali ibn Muhammad al-Amidi, al-Thkam fi Usil al-Ahkam, jilid 2,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983, hlm. 34-36.

7 Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usil al-Shart'ah, jilid 2, Beirut:
Dar al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 8-10.
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Karakter ini penting dicatat sebagai fondasi metodologis, agar

fatwa di masa setelah kenabian tidak terlepas dari ruh pendidikan

dan kemaslahatan.

E.

Contoh:

Jawaban Nabi % yang berbeda terhadap pertanyaan serupa,
misalnya tentang amalan paling utama menunjukkan bahwa
fatwa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas penanya.

Peralihan Otoritas Fatwa Pasca Wafat Nabi £z

Setelah wafatnya Nabi Muhammad %, otoritas fatwa beralih

kepada para sahabat. Peralihan ini menandai fase baru dalam

sejarah fatwa, di mana unsur ijtihad manusia mulai berperan secara

signifikan. Meskipun demikian, para sahabat sangat berhati-hati

dalam berfatwa dan sering saling melemparkan pertanyaan karena

takut keliru dalam menyampaikan hukum Allah.®

Sikap kehati-hatian ini menunjukkan kesadaran mendalam para

sahabat akan beratnya tanggung jawab fatwa, sekaligus menjadi

teladan etika bagi lembaga fatwa di sepanjang sejarah Islam.

Contoh:

Diriwayatkan bahwa Umar bin al-Khattab r.a. sering
mengumpulkan para sahabat utama sebelum memutuskan
persoalan hukum yang berdampak luas bagi umat.

Yasuf ibn ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Barr, Jami‘ Bayan al-1llm
wa Fadlih, jilid 2, Cairo: Dar Ibn al-Jawzi, 1994, hlm. 64—-66.

Buku Panduan Fatwa °



F. Fatwa pada Masa Tabi‘in dan Pembentukan Tradisi

Keilmuan
1. Posisi Tabi‘in dalam Rantai Otoritas Fatwa

Tabi‘in merupakan generasi yang menerima ilmu langsung
dari para sahabat Nabi % dan menjadi penghubung utama
antara fase kenabian—sahabat dengan fase kodifikasi ilmu. Dalam
konteks fatwa, kedudukan tabi‘in sangat penting karena pada
masa merekalah ijtihad mulai berkembang lebih luas seiring
meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya persoalan
umat. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa legitimasi fatwa
tabi‘in bersumber dari kedalaman pemahaman mereka terhadap
praktik sahabat serta ketekunan mereka dalam menelusuri dalil-
dalil syari.?

Contoh:

Sa‘ld ibn al-Musayyib di Madinah dikenal sebagai

rujukan utama fatwa, sehingga pendapatnya sering

disejajarkan dengan fatwa para sahabat besar.

2. Metode Tabi‘in dalam Berfatwa

Dalam berfatwa, tabi‘in menempuh metode yang relatif
seragam, yaitu: mendahulukan Al-Qur’an, kemudian Sunnah
Nabi % sebagaimana dipahami dan diriwayatkan oleh para
sahabat, lalu antar sahabat, dan akhirnya ijtihad dengan
ra'yu yang terikat oleh kaidah dan kemaslahatan. Al-Ghazali
menjelaskan bahwa ra’'yu pada masa tabi‘in bukanlah spekulasi

9  Abu Zahrah, Muhammad, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, Cairo: Dar al-Fikr
al-‘Arabi, 2008, hlm. 59-63.
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bebas, melainkan hasil istinbat yang berpijak pada maqasid
al-shari‘ah®

Metode ini menunjukkan kesinambungan epistemologis
antara fatwa sahabat dan tabi‘in, sekaligus menandai
meningkatnya peran nalar hukum dalam bingkai disiplin
keilmuan.

Contoh:

Al-Hasan al-Basr1 sering memberikan fatwa dengan
mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari
suatu perbuatan, bukan hanya aspek legal-formalnya.

3. Lahirnya Pusat-Pusat Fatwa dan Perbedaan Pendekatan

Penyebaran sahabat ke berbagai wilayah melahirkan pusat-
pusat fatwa regional yang pada masa tabi‘in berkembang menjadi
madrasah keilmuan. Madinah dikenal dengan pendekatan yang
menekankan hadis dan praktik ahli Madinah, sementara Kufah
berkembang dengan pendekatan ra’yu yang lebih sistematis
akibat keterbatasan riwayat hadis di wilayah tersebut."

Ibn Khaldun menegaskan bahwa perbedaan lingkungan
sosial dan politik sangat memengaruhi corak fatwa dan metode
ijtihad di masing-masing wilayah, tanpa menghilangkan
kesatuan prinsip dasar syariat.”

10

1

12

Abii Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usil, jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub
al-Tlmiyyah, 2000, hlm. 350-352.

Muhammad al-Khudari, Tarikh al-Tashri‘ al-Islami, Cairo: Dar al-Fikr, 2005, hlm.
101-105.

‘Abd al-Rahman ibn Khaldan, al-Muqaddimah, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, hlm.
448-452.
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Contoh:

Perbedaan fatwa antara Madinah dan Kufah dalam
beberapa masalah mu‘amalat mencerminkan pengaruh
konteks sosial setempat.

4. Tabi‘in sebagai Pelopor Kodifikasi Awal Fatwa

Pada masa tabi‘in, fatwa mulai dicatat secara terbatas,
meskipun belum dalam bentuk kitab fikih sistematis. Pencatatan
ini dilakukan melalui majelis-majelis ilmu dan periwayatan lisan
yang kemudian dibukukan pada fase berikutnya. Ibn ‘Abd al-
Barr menegaskan bahwa tradisi pencatatan fatwa dan pendapat
hukum pada masa tabi‘in merupakan fondasi penting bagi
kodifikasi fikih klasik."

Tahap ini menandai peralihan dari tradisi lisan murni
menuju tradisi tulis dalam hukum Islam.

Contoh:

Pendapat-pendapat fugaha’ Madinah tujuh (al-fugaha’
al-sab‘ah) menjadi rujukan utama dalam literatur fikih
berikutnya.

5. Signifikansi Masa Tabi‘in bagi Fatwa Kelembagaan

Masa tabi‘in memberikan pelajaran penting bagi fatwa
kelembagaan modern, khususnya dalam aspek kolektivitas
keilmuan dan kesadaran kontekstual. Musyawarah antar ulama
dan pertimbangan kondisi masyarakat menjadi ciri menonjol

13

Yasuf ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Barr, Jami* Bayan al-Tlm wa Fadlih, jilid 2, Cairo:
Dar Ibn al-Jawzi, 1994, hlm. 9go—93.
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fatwa pada fase ini. Al-Shatibi menegaskan bahwa praktik ini
merupakan manifestasi awal dari maqasid al-shari‘ah dalam
fatwa.*

Bagi lembaga fatwa seperti MU], fase tabi‘in menjadi model
awal bagaimana fatwa berkembang secara kolektif dan adaptif
tanpa melepaskan diri dari sumber utama syariat.

Fatwa dari Masa Tabi‘in Menuju Lahirnya Mazhab Fikih
1. Perluasan Wilayah Islam dan Kompleksitas Fatwa

Memasuki akhir masa tabi‘in (akhir abad pertama dan
awal abad kedua Hijriah), wilayah Islam telah meluas hingga
mencakup Irak, Syam, Mesir, Persia, dan Afrika Utara. Perluasan
ini membawa konsekuensi langsung terhadap praktik fatwa,
karena umat Islam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan
budaya yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa sahabat.
Al-Khudari menjelaskan bahwa meningkatnya kompleksitas
kehidupan menjadi faktor utama berkembangnya ijtihad dan
keragaman fatwa pada periode ini.’s

Contoh:

Persoalan mu‘amalat lintas wilayah, seperti perdagangan

internasional dan hubungan dengan non-Muslim,

menuntut fatwa yang lebih sistematis dan kontekstual.

14

15

Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usal al-Shari‘ah, jilid 2, Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 10-12.
Muhammad al-Khudari, Tarikh al-Tashri* al-Islami, Cairo: Dar al-Fikr, 2005, hlm.

106-110.
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2. Peralihan dari Fatwa Individual ke Tradisi Keilmuan
Terstruktur

Pada fase ini, fatwa tidak lagi hanya bersandar pada figur
individu tertentu, tetapi mulai terhubung dengan tradisi
keilmuan lokal. Para tabi‘in besar membina murid-muridnya
dalam majelis ilmu, sehingga lahir kesinambungan metodologis
dalam berfatwa. Ibn ‘Abd al-Barr menegaskan bahwa proses
transmisi ini merupakan embrio madrasah fikih yang
terorganisasi.’®

Peralihan ini penting karena menandai awal pemisahan
antara fatwa insidental dan fatwa berbasis metodologi.

Contoh:

Murid-murid Sa‘id ibn al-Musayyib di Madinah

melanjutkan corak fatwa gurunya yang sangat berpegang

pada hadis dan praktik ahli Madinah.

3. Munculnya Dua Kecenderungan Besar dalam Fatwa
Seiring berkembangnya tradisi keilmuan, muncul dua
kecenderungan besar dalam praktik fatwa:
1. Kecenderungan ahl al-hadith, yang menekankan
periwayatan hadis dan atsar sahabat.
2. Kecenderungan ahl al-ra’y, yang menekankan
penggunaan nalar hukum terkontrol ketika hadis
terbatas.

16 Yasuf ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Barr, Jami‘Bayan al- Ilm wa Fadlih, jilid 2, Cairo:
Dar Ibn al-Jawzi, 1994, hlm. 93—97.
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Al-Shatibi menegaskan bahwa perbedaan ini bukan
pertentangan prinsip, melainkan perbedaan metode dalam
mencapai tujuan syariat.”

Contoh:

Di Madinah, fatwa sangat berhati-hati menggunakan
ra'y, sedangkan di Kufah ra'y digunakan lebih luas
karena keterbatasan riwayat hadis.

4. Lahirnya Imam-Imam Mazhab sebagai Otoritas Fatwa

Dari rahim tradisi tabi‘in dan tabi‘ al-tabi‘in inilah lahir
imam-imam mazhab besar seperti Abii Hanifah, Malik ibn Anas,
al-Syafi1, dan Ahmad ibn Hanbal. Mereka bukan sekadar mulfti,
tetapi perumus metodologi istinbat hukum yang sistematis.
Abui Zahrah menegaskan bahwa kontribusi terbesar para imam
mazhab adalah penyusunan kerangka metodologis fatwa, bukan
sekadar kumpulan jawaban hukum.”®

Dengan adanya metodologi yang baku, fatwa menjadi lebih
konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.

Contoh:

Imam Malik menjadikan ‘amal ahl al-Madinah sebagai

salah satu sumber utama fatwanya, sementara Abu

Hanifah mengembangkan qiyas dan istihsan secara

sistematis.

17

18

Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat ft Usil al-Shartah, jilid 2, Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 12-15.
Muhammad Aba Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, Cairo: Dar al-Fikr
al-‘Arabi, 2008, hlm. 131-138.
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5. Kodifikasi Fatwa dan Fikih

Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, fatwa mulai dikodifikasi
dalam bentuk karya tulis. Kitab-kitab fikih dan usul fikih disusun
untuk mendokumentasikan pendapat hukum, dalil, dan metode
istinbat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kodifikasi ini bertujuan
menjaga konsistensi hukum dan mencegah kekacauan fatwa.”

Kodifikasi ini sekaligus menjadi sarana pendidikan hukum
Islam lintas generasi.

Contoh:

Al-Muwatta karya Imam Malik berisi hadis dan fatwa
yang menjadi rujukan utama di Madinah dan wilayah
sekitarnya.

6. Dampak Sistem Mazhab terhadap Praktik Fatwa

Sistem mazhab memberikan stabilitas dan disiplin
metodologis dalam fatwa. Namun, pada saat yang sama, muncul
risiko fanatisme mazhab apabila metodologi dipahami secara
kaku. Al-Qarafi mengingatkan bahwa mazhab adalah sarana
memahami syariat, bukan tujuan akhir syariat itu sendiri.*

Bagi lembaga fatwa kontemporer, fase ini mengajarkan
pentingnya keseimbangan antara konsistensi metodologis dan
keterbukaan terhadap realitas baru.

19

20

Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usal, jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, 2000, hlm. 7-10.

Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Thkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam, Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, hlm. 58—61.
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7. Relevansi Fase Ini bagi Panduan Fatwa MUI Sulawesi
Selatan

Sejarah peralihan dari fatwa tabi‘in ke sistem mazhab
menunjukkan bahwa fatwa ideal harus berpijak pada metodologi
yang jelas, bersifat kolektif, dan sensitif terhadap konteks sosial.
Prinsip-prinsip ini sejalan dengan karakter fatwa MUI sebagai
fatwa kelembagaan, bukan personal. Oleh karena itu, pemahaman
fase ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan panduan
fatwa yang moderat dan kredibel.”

Fatwa dari Pertengahan Abad IV Hijriah hingga Akhir
Daulah ‘Utsmaniyyah

1. Konteks Historis dan Perubahan Pola Fatwa

Memasuki pertengahan abad keempat Hijriah, dunia Islam
mengalami stabilisasi politik dan kemapanan institusi keilmuan.
Pada fase ini, mazhab-mazhab fikih telah mapan, kitab-kitab
fikih dan usul fikih tersusun secara sistematis, dan otoritas
fatwa semakin terikat dengan metodologi mazhab. Al-Khudari
menjelaskan bahwa fase ini ditandai oleh pergeseran dari ijtihad
individual terbuka menuju ijtihad terikat mazhab demi menjaga
konsistensi hukum dan ketertiban sosial.**

21

22

Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat, jilid 4, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2004,
hlm. 240—242.

Muhammad al-Khudari, Tarikh al-Tashri‘ al-Islami, Kairo: Dar al-Fikr, 2005, hlm.
172—176.
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Contoh:

Mufti di wilayah tertentu biasanya berfatwa sesuai
mazhab resmi yang dianut masyarakat dan penguasa
setempat.

2. Institusionalisasi Jabatan Mufti

Pada periode ini, jabatan mufti mulai dilembagakan secara
resmi oleh negara. Mufti tidak hanya berfungsi sebagai pemberi
fatwa individual, tetapi juga sebagai penasehat hukum bagi
penguasa dan masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan bahwa
keberadaan mufti dalam struktur negara berfungsi menjaga
legitimasi syar‘i kebijakan publik.”

Institusionalisasi ini memperkuat wibawa fatwa, tetapi
sekaligus menuntut standar keilmuan dan etika yang lebih ketat.

Contoh:
Mutfti di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan
Damaskus memiliki otoritas luas dalam persoalan

hukum publik.

3. Dominasi Mazhab dan Fenomena Taqlid

Pada fase kematangan mazhab, praktik fatwa didominasi
oleh pendapat-pendapat mazhab yang telah dibakukan. Banyak
ulama berfatwa dengan merujuk langsung pada kitab-kitab
mazhab tanpa melakukan ijtihad independen. Al-Ghazali
menilai praktik ini sebagai kebutuhan sosial untuk mencegah

23

Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyyah, 1996, hlm. 69—72.

@ Buku Panduan Fatwa



kekacauan hukum, selama taqlid dilakukan kepada mazhab
yang mu'‘tabar.>

Namun, para ulama juga mengingatkan bahaya taqlid buta
yang mengabaikan maqasid al-shart‘ah.

Contoh:

Seorang mufti mazhab Syafii di Mesir akan merujuk
al-Majmu‘ atau Minhaj al-Talibin dalam berfatwa.

4. Perkembangan Fatwa Kolektif dan Nawazil

Seiring kompleksitas persoalan masyarakat, perkembang
tradisi pembahasan kolektif atas kasus-kasus baru (nawazil).
Al-Qarafi menjelaskan bahwa nawazil menuntut ketelitian tinggi
dan sering kali memerlukan musyawarah ulama lintas disiplin
dalam satu mazhab atau antar mazhab.*s

Tradisi ini menjadi cikal bakal fatwa kolektif modern.

Contoh:
Pembahasan hukum pajak, mata uang, dan administrasi
negara pada masa Mamluk dan ‘Utsmani.

5. Fatwa pada Masa Daulah ‘Utsmaniyyah

Pada masa Daulah ‘Utsmaniyyah, fatwa mencapai bentuk
institusional paling mapan. Jabatan Syaikh al-Islam berfungsi
sebagai otoritas tertinggi fatwa negara, dengan struktur birokrasi

24

25

Abt Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usil, jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub
al-Tlmiyyah, 2000, hlm. 371-374.

Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Thkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam, Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, hlm. 112-115.
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yang rapi. Ibn ‘Abidin menjelaskan bahwa fatwa pada masa ini
tidak hanya menjawab persoalan ibadah, tetapi juga mengatur
kehidupan sosial, ekonomi, dan administrasi negara.”®

Fatwa menjadi instrumen penting dalam harmonisasi antara
hukum syariat dan kebutuhan negara modern awal.

Contoh:
Fatwa tentang penggunaan mata uang kertas dan
administrasi wakaf negara.

6. Kiritik Ulama terhadap Kekakuan Fatwa Mazhab

Meskipun sistem mazhab memberikan stabilitas, sejumlah
ulama mengkritik kecenderungan kekakuan dalam fatwa. Al-
Qarafi dan al-Shatibi menegaskan bahwa berpegang pada
mazhab tidak boleh menghilangkan pertimbangan maqasid
dan perubahan realitas.”

Kritik ini menunjukkan bahwa dalam tradisi klasik sendiri
terdapat kesadaran akan bahaya stagnasi hukum.

Contoh:

Penolakan sebagian ulama terhadap penerapan literal

fatwa lama pada kondisi sosial yang telah berubah

drastis.

26

27

Muhammad Amin ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, jilid 1,
Beirut: Dar al-Fikr, 2000, hlm. 43—46.

Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usal al-Shari‘ah, jilid 4, Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 244-247.
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7. DPelajaran Historis bagi Lembaga Fatwa Kontemporer

Fase pertengahan abad IV H hingga akhir Daulah
‘Utsmaniyyah memberikan pelajaran penting bagi lembaga
fatwa modern, yaitu perlunya keseimbangan antara disiplin
metodologis dan fleksibilitas kontekstual. Fatwa yang terlalu
bebas berisiko chaos hukum, sementara fatwa yang terlalu kaku
berisiko kehilangan relevansi sosial.”®

Bagi MUI Sulawesi Selatan, fase ini mengajarkan pentingnya
fatwa kelembagaan yang bermazhab metodologis, kolektif, dan
sensitif terhadap perubahan masyarakat.

Fatwa Era Modern dan Transformasi Kelembagaan
1. Perubahan Sosial dan Tantangan Baru Fatwa

Memasuki era modern (abad ke-19 dan ke-20 M), dunia Islam
menghadapi perubahan besar akibat kolonialisme, modernisasi
negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan globalisasi.
Perubahan ini melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum
pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik,
seperti sistem perbankan modern, asuransi, bioetika, teknologi
informasi, dan hubungan internasional. Al-Raystini menjelaskan
bahwa kondisi ini menuntut pembaruan pendekatan fatwa
dengan tetap berpegang pada maqasid al-syari‘ah.”

28

29

Muhammad Abt Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, Kairo: Dar al-Fikr
al-‘Arabi, 2008, hlm. 301-30s5.

Ahmad al-Raysani, Figh al-Maqasid: Dirasah fi Maqasid al-Shart'ah, Kairo: Dar
al-Kalimah, 2014, hlm. 287-292.
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Contoh:

Persoalan bunga bank, kontrasepsi, dan transplantasi
organ menjadi isu fatwa yang menonjol pada awal abad
ke-20.

2. Pergeseran dari Mufti Individual ke Lembaga Fatwa

Salah satu ciri utama fatwa era modern adalah pergeseran
dari fatwa individual menuju fatwa kelembagaan. Pergeseran
ini terjadi karena kompleksitas masalah yang membutuhkan
kajian multidisipliner dan pertimbangan kolektif. Al-
Zuhayli menegaskan bahwa fatwa kolektif (al-ifta’ al-jama‘)
lebih mendekati ketepatan hukum dalam konteks modern
dibandingkan fatwa personal.®

Fatwa kelembagaan juga berfungsi menjaga stabilitas
sosial dan mencegah kekacauan akibat beragamnya pendapat
individual.

Contoh:

Majma“ al-Figh al-Islami (OKI) dan Dar al-Iftd’ Mesir

menjadi rujukan fatwa internasional.

3. Pembaruan Metodologi Fatwa

Era modern mendorong ulama untuk menegaskan
kembali pentingnya maqasid al-syari‘ah, qawa‘id fighiyyah, dan
pemahaman realitas (figh al-waqi) dalam fatwa. Al-Shatibi yang

30

Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islami, jilid 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006,

hlm. 1023-1027.
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pemikirannya direvitalisasi pada era modern menjadi rujukan
penting dalam mengaitkan hukum dengan tujuan syariat.®

Pembaruan metodologi ini tidak dimaksudkan mengganti
fikih klasik, melainkan mengaktualisasikannya sesuai tantangan
zaman.

Contoh:
Fatwa kebolehan vaksinasi dengan mempertimbangkan

prinsip .2l 22> (perlindungan jiwa).

4. Fatwa dan Negara Bangsa (Nation State)

Dalam konteks negara bangsa modern, fatwa tidak lagi
berada di bawah satu otoritas khilafah, melainkan hidup
berdampingan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena
itu, fatwa berfungsi sebagai panduan keagamaan, bukan hukum
positif. Abat Zahrah menegaskan bahwa fatwa pada era negara
modern harus mempertimbangkan konstitusi, kemaslahatan
umum, dan ketertiban sosial tanpa mengorbankan prinsip
syariat.®

Contoh:

Fatwa tentang kepatuhan terhadap hukum lalu lintas

dan pajak negara.

31
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Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat ft Usul al-Shartah, jilid 2, Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 15—18.

Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2007, hlm.
312—316.
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5. Lahirnya Lembaga Fatwa di Indonesia

Di Indonesia, kebutuhan akan fatwa kelembagaan
mendorong berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada
tahun 1975. MUI berfungsi sebagai wadah musyawarah ulama
lintas ormas dan mazhab dalam merespons persoalan keagamaan
nasional. Fatwa MUI bersifat kolektif, mempertimbangkan dalil
syar‘i, maqasid, serta konteks sosial-budaya Indonesia.?

Contoh:
Fatwa MUI tentang kehalalan produk, aliran keagamaan,
dan isu-isu sosial kemasyarakatan.

6. Karakteristik Fatwa MUI sebagai Fatwa Kelembagaan

Fatwa MUI memiliki beberapa karakter utama: kolektif,
berorientasi kemaslahatan, kontekstual, dan moderat.
Pendekatan ini sejalan dengan tradisi fatwa kolektif yang
berkembang sejak masa tabi‘in hingga era ‘Utsmaniyyah, namun
disesuaikan dengan realitas negara demokratis dan masyarakat
majemuk.3*

Bagi MUI Sulawesi Selatan, karakter ini menjadi dasar
penting dalam merumuskan fatwa yang responsif terhadap
kearifan lokal tanpa menyimpang dari prinsip syariat.
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Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011,
hlm. 1-5.

Muhammad Sa‘id Ramadan al-Bati, Dawabit al-Maslahah fi al-Shari‘ah al-
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7. Implikasi Era Modern bagi Panduan Fatwa MUI Sulawesi
Selatan

Era modern menuntut MUI Sulawesi Selatan untuk
menguatkan fatwa berbasis kajian mendalam, kolaborasi pakar,
dan sensitivitas sosial. Fatwa tidak hanya dituntut benar secara
normatif, tetapi juga bijak secara sosial dan komunikatif dalam
penyampaiannya. Prinsip-prinsip ini merupakan kelanjutan
logis dari evolusi sejarah fatwa dalam Islam.*

8. Landasan Historis Fatwa Sebagai Dasar Panduan Fatwa
MUI Provinsi Sulawesi Selatan

Sejarah fatwa dalam Islam menunjukkan bahwa fatwa
bukanlah produk opini spontan, melainkan hasil proses
keilmuan yang bertahap, bertanggung jawab, dan berakar kuat
pada Al-Qur’an, Sunnah, serta tujuan syariat. Sejak masa Nabi
Muhammad %, fatwa berfungsi sebagai sarana penjelasan
hukum yang bersifat edukatif, kontekstual, dan berorientasi
pada kemaslahatan umat. Pada fase kenabian, fatwa memiliki
otoritas absolut karena bersumber langsung dari wahyu,
sehingga menjadi standar normatif tertinggi dalam praktik fatwa
sepanjang sejarah Islam.*

Pasca wafatnya Nabi %, otoritas fatwa beralih kepada para
sahabat yang dikenal sangat berhati-hati dalam menyampaikan
hukum Allah. Sikap kehati-hatian ini tercermin dari kebiasaan
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Ahmad al-Raysutni, Figh al-Ijtihad, Kairo: Dar al-Kalimah, 2013, hIm. 155-160.
Ibrahim ibn Muasa al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, jil. 4, Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 229—231.
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mereka untuk menunda jawaban, bermusyawarah, dan
saling merujuk satu sama lain. Perbedaan fatwa di kalangan
sahabat dipahami sebagai keragaman ijtihad yang sah, bukan
pertentangan syariat. Pola ini menegaskan bahwa fatwa sejak
awal telah mengenal prinsip kolektivitas, kehati-hatian, dan
kesadaran akan dampak sosialnya.*”

Pada masa tabi‘in, fatwa mengalami perkembangan
signifikan seiring meluasnya wilayah Islam dan meningkatnya
kompleksitas persoalan umat. Tabi‘in menjadi penghubung
utama antara tradisi sahabat dan fase kodifikasi ilmu, dengan
mengembangkan metode fatwa yang tetap berpijak pada nash,
namun lebih terbuka terhadap penggunaan ra’yu yang terkontrol.
Lahirnya pusat-pusat fatwa regional di Madinah, Kufah, dan
wilayah lain menandai awal diferensiasi pendekatan hukum
yang kelak melahirkan madrasah dan mazhab fikih.®*

Memasuki fase pembentukan dan pemantapan mazhab,
fatwa menjadi semakin sistematis dan metodologis. Imam-imam
mazhab tidak hanya memberikan jawaban hukum, tetapi juga
merumuskan kerangka istinbat yang menjadi pedoman baku
dalam berfatwa. Kodifikasi fikih dan usul fikih pada periode ini
bertujuan menjaga konsistensi hukum dan mencegah kekacauan
fatwa di tengah masyarakat. Meskipun demikian, para ulama
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klasik tetap mengingatkan agar keterikatan pada mazhab tidak
berubah menjadi kekakuan yang mengabaikan tujuan syariat.*

Pada periode pertengahan abad keempat Hijriah hingga
masa Daulah ‘Utsmaniyyah, fatwa mengalami institusionalisasi
yang semakin kuat. Jabatan mufti dilembagakan, bahkan
menjadi bagian dari struktur negara, seperti melalui institusi
Syaikh al-Islam. Pada fase ini, fatwa berperan penting dalam
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan administrasi
publik. Tradisi musyawarah dan pembahasan kolektif atas
kasus-kasus baru (nawazil) berkembang pesat, menjadi cikal
bakal fatwa kolektif modern.*

Memasuki era modern, perubahan sosial, politik,
dan teknologi menuntut pembaruan pendekatan fatwa.
Kompleksitas persoalan kontemporer mendorong pergeseran
dari fatwa individual menuju fatwa kelembagaan yang bersifat
kolektif dan multidisipliner. Dalam konteks ini, penekanan pada
magqasid al-shari‘ah, gawa‘id fighiyyah, dan pemahaman realitas
menjadi semakin penting. Fatwa tidak hanya dituntut benar
secara normatif, tetapi juga bijak secara sosial dan komunikatif
dalam penyampaiannya.*

Di Indonesia, kebutuhan akan fatwa yang kolektif dan
kontekstual melahirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai
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lembaga fatwa nasional. Fatwa MUI bersifat panduan keagamaan
yang mempertimbangkan dalil syar, kemaslahatan umum, serta
konteks sosial-budaya Indonesia. Dalam kerangka inilah MUI
Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan fungsi fatwanya, dengan
menjadikan sejarah fatwa Islam sebagai landasan normatif dan
metodologis dalam merespons persoalan keumatan di tingkat
daerah.*

Dengan memahami perjalanan historis fatwa secara utuh—
dari masa Nabi % hingga era modern—dapat ditegaskan bahwa
fatwa yang kredibel harus memenubhi tiga prinsip utama: berakar
kuat pada sumber syariat, dijalankan melalui metodologi
yang disiplin dan kolektif, serta sensitif terhadap perubahan
realitas dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip inilah
yang menjadi fondasi utama penyusunan Panduan Fatwa MUI
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman operasional yang
moderat, bertanggung jawab, dan relevan sepanjang zaman.
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BAB II

JALUR-JALUR FATWA
(MASALIK AL IFTA)
DAN TATA KERJA MUFTI

A. Pengantar

Fatwa merupakan proses ilmiah dan etis yang tidak berhenti
pada penetapan hukum, tetapi mencakup rangkaian tahapan
metodologis sejak diterimanya pertanyaan hingga disampaikannya
jawaban kepada masyarakat. Para ulama usul fikih menegaskan
bahwa kesalahan fatwa sering kali bukan disebabkan lemahnya dalil,
melainkan karena kekeliruan dalam menempubh jalur (masalik) fatwa
yang benar. Oleh karena itu, penyusunan jalur-jalur fatwa menjadi
kebutuhan mendesak bagi lembaga fatwa agar setiap keputusan yang
dihasilkan terjaga akurasi ilmiah dan kemaslahatannya.*

Dalam konteks kelembagaan, seperti Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan, jalur fatwa berfungsi sebagai pedoman
kerja kolektif yang memastikan bahwa fatwa tidak bersifat personal,

43  al-Qarafl, al-Thkam fi Tamyiz al-Fatawa, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1998,
hlm. 3-5.
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emosional, atau reaktif, melainkan melalui proses musyawarah,
kajian mendalam, dan pertimbangan multidisipliner. Prinsip ini
memiliki akar kuat dalam tradisi fatwa klasik yang menekankan
kehati-hatian dan tanggung jawab sosial mufti.*

B. Pengertian Masalik al-Ifta’

Masalik al-Ifta’ secara terminologis merujuk pada jalur, tahapan,
dan prosedur yang harus ditempuh mufti dalam menjalankan fungsi
fatwa secara benar. Al-Qarafi menjelaskan bahwa perbedaan antara
fatwa yang tepat dan fatwa yang keliru sering kali terletak pada cara
mufti memahami persoalan dan menempuh proses penetapan
hukumnya, bukan semata-mata pada kekuatan dalil yang dikutip.*

Dengan demikian, masalik al-iftd’ bukan hanya persoalan teknis,
tetapi juga mencerminkan integritas keilmuan dan etika fatwa. Jalur
ini mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial yang harus
berjalan secara seimbang dalam praktik fatwa.

Contoh:

Fatwa yang benar secara dalil, tetapi disampaikan tanpa

mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, berpotensi

menimbulkan kegaduhan dan resistensi, sehingga
bertentangan dengan tujuan syariat.

C. Prinsip Umum Jalur Fatwa Kelembagaan

Dalam fatwa kelembagaan, terdapat beberapa prinsip umum
yang harus menjadi dasar seluruh proses fatwa.

44  al-Shatibi, al-Muwafaqat, jil. 4, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 229—231.
45 al-Qarafi, al-Thkam, hlm. 48—52.
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Pertama, Fatwa harus berbasis kolektivitas keilmuan, bukan
pendapat individual. Tradisi ini telah dikenal sejak masa sahabat
melalui praktik musyawarah dalam persoalan publik. Al-Shatibi
menegaskan bahwa keputusan kolektif lebih mendekati kebenaran
karena meminimalkan subjektivitas personal.*

Kedua, Fatwa harus mempertimbangkan kemaslahatan umum
(al-maslahah al-ammah) dan dampak sosialnya. Al-Ghazali
menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat yang
harus dijaga dalam setiap penetapan hukum.*

Ketiga, Fatwa harus bersifat kontekstual tanpa mengorbankan
prinsip, yaitu mampu merespons realitas lokal dengan tetap
berpegang pada sumber dan kaidah syariat. Prinsip ini sangat relevan
bagi MUI Sulawesi Selatan yang berhadapan dengan keragaman
budaya dan tradisi lokal.

D. Jalur Pertama: Tahapan Mufti Saat Menerima Pertanyaan
Fatwa

1. Menyadari Fatwa sebagai Amanah Ilahiah

Tahap awal dalam proses fatwa adalah kesadaran mufti bahwa
fatwa merupakan amanah besar dan bentuk tanggung jawab di
hadapan Allah dan masyarakat. Ibn al-Qayyim menyebut mufti
sebagai pihak yang “menandatangani atas nama Allah”, sebuah
ungkapan yang menegaskan dimensi spiritual dan etis fatwa.**

46  al-Shatibi, al-Muwafagat, jil. 2, hlm. 8-10.

47 al-Ghazali, al-Mustasfa, jil. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-TImiyyah, 2000, hlm. 286—
289.

48  Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi‘n, jil. 1, Beirut: Dar al-Jil, 1991, hIm. 36—38.
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Kesadaran ini menuntut mufti untuk bersikap rendah hati,

tidak tergesa-gesa, dan tidak menjadikan fatwa sebagai sarana

pembenaran kepentingan tertentu.

Contoh:

Menunda jawaban fatwa hingga dilakukan kajian
komprehensif merupakan bentuk tanggung jawab,
bukan kelemahan.

Memohon Pertolongan dan Taufik Allah

Sebelum memasuki kajian hukum, mufti dianjurkan

memohon pertolongan Allah agar diberi ketepatan dalam

memahami persoalan dan menetapkan hukum. Para ulama

klasik menekankan bahwa fatwa yang baik lahir dari perpaduan

antara ilmu dan ketakwaan. Ibn ‘Abd al-Barr meriwayatkan

bahwa para ulama salaf sering mendahului fatwa dengan doa

dan istighfar sebagai bentuk kehati-hatian.*

Contoh:
Membuka sidang fatwa dengan doa bersama dan niat
ikhlas sebelum pembahasan kasus.

Klarifikasi Maksud dan Kondisi Penanya

Mufti wajib memahami secara tepat maksud penanya, termasuk

latar belakang, tujuan, dan kondisi yang melingkupi pertanyaan. Al-

Qarafl menegaskan bahwa hukum atas suatu perkara bergantung

49 Ibn ‘Abd al-Barr, Jami‘ Bayan al-Ilm, jil. 2, Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 1994, hlm.
64-66.
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pada pemahaman yang benar terhadap realitas kasus, dan
mengabaikan klarifikasi merupakan sebab utama kesalahan fatwa.

Contoh:

Pertanyaan tentang “bolehkah berutang” memerlukan
klarifikasi apakah untuk kebutuhan darurat, usaha
produktif, atau konsumsi berlebihan.

4. Membedakan Kasus yang Memerlukan Klarifikasi dan

yang Tidak

Dalam praktik fatwa, tidak semua pertanyaan memerlukan
klarifikasi lanjutan. Mufti wajib membedakan antara kasus yang
secara substansial masih ambigu dan kasus yang hukumnya
sudah jelas serta tidak dipengaruhi oleh variasi kondisi. Al-
Qarafi menegaskan bahwa meninggalkan klarifikasi pada
kasus multitafsir merupakan sebab utama kesalahan fatwa,
sedangkan memaksakan klarifikasi pada perkara yang jelas
justru bertentangan dengan prinsip kemudahan syariat.>

Contoh:

Pertanyaan tentang kewajiban zakat fitrah tidak
memerlukan klarifikasi, sedangkan pertanyaan
tentang “transaksi kredit” memerlukan penjelasan rinci
mengenai akad, bunga, dan tujuan transaksi.

50 Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Thkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam, Beirut:
Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1998, hIm. 48-52.
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5. Memahami Objek Fatwa (Tasawwur al-Mas’alah)

Sebelum menetapkan hukum, mufti wajib membangun
pemahaman menyeluruh terhadap objek fatwa, mencakup aspek
faktual, sosial, ekonomi, dan budaya. Al-Amidi menegaskan bahwa
kesalahan dalam memahami objek persoalan akan berakibat pada
kesalahan penetapan hukum, meskipun dalil yang digunakan benar>

Pemahaman objek fatwa ini menjadi prasyarat mutlak bagi
proses istinbat dan penentuan ‘illat hukum.

Contoh:

Fatwa tentang “pinjaman online” tidak dapat diberikan
tanpa memahami mekanisme aplikasi, sistem denda,
dan relasi hukum para pihak.

6. Mengidentifikasi Unsur Nawazil dan Kebaruan Kasus

Mufti perlu menilai apakah persoalan yang diajukan
termasuk kategori nawazil (kasus baru) atau pengulangan kasus
lama dengan bentuk berbeda. Ibn ‘Abd al-Barr menjelaskan
bahwa banyak kesalahan fatwa terjadi karena menyamakan kasus
baru dengan kasus lama tanpa analisis perbedaan substansial.>

Identifikasi ini penting untuk menentukan apakah fatwa
cukup merujuk pada pendapat klasik atau memerlukan ijtihad
dan pengembangan argumentasi baru.
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Contoh:
Penyamaan uang digital dengan uang logam klasik
tanpa analisis fungsi dan implikasi hukumnya.

7. Berkonsultasi dengan Ahli dan Melakukan Musyawarah

Dalam persoalan kompleks, mufti tidak dibenarkan berfatwa
secara individual. Musyawarah dengan ulama lain dan konsultasi
dengan pakar bidang terkait merupakan bagian dari amanah
ilmiah fatwa. Al-Shatibi menegaskan bahwa keputusan kolektif
lebih dekat kepada kebenaran dan kemaslahatan umum.s

Contoh:

Fatwa tentang isu kesehatan masyarakat (vaksin, wabah)

dilakukan melalui kajian bersama dokter, epidemiolog,

dan ahli syariah.

E. Jalur Kedua: Tahapan Mufti Saat Menetapkan dan

Mengeluarkan Fatwa
1. Menyusun Kerangka Hukum Secara Sistematis

Mufti wajib menyusun kerangka hukum secara runtut,
dimulai dari penetapan dalil, penentuan kaidah, analisis
magqasid, hingga kesimpulan hukum. Al-Ghazali menegaskan
bahwa keteraturan argumentasi merupakan syarat validitas
ijtihad dan fatwa.>

53

54
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Kerangka ini juga memudahkan fatwa dipahami dan
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Contoh:
Fatwa MUI disusun dengan bagian: pertimbangan syar‘,
pertimbangan kemaslahatan, dan ketetapan hukum.

2. Menyebutkan Dalil, Kaidah, dan ‘Illat Hukum

Dalam fatwa, mufti dianjurkan menyebutkan dalil Al-Qur'an
dan Sunnah, disertai kaidah fikih dan ‘illat hukum yang relevan.
Al-Qarafi menegaskan bahwa penjelasan ‘illat mencegah
kesalahpahaman dan membuka ruang edukasi hukum bagi
masyarakat.

Contoh:
Larangan riba dijelaskan dengan dalil nash dan ‘illat
eksploitasi serta ketidakadilan.

3. Mempertimbangkan Magqasid al-Shari‘ah

Fatwa yang sahih harus mengarah pada realisasi maqasid al-
shari‘ah, terutama perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Al-Shatibi menegaskan bahwa fatwa yang bertentangan
dengan maqasid, meskipun tampak benar secara literal, perlu
ditinjau ulang.’

Contoh:

Kebolehan vaksinasi untuk menjaga keselamatan jiwa

meskipun terdapat unsur yang awalnya diperselisihkan.

55 Ibrahim ibn Muasa al-Shatibi, al-Muwafaqat, jil. 4, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2004,
hlm. 244—247.
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4. Memberi Pengantar atas Hukum yang Sensitif atau Tidak
Lazim
Jika fatwa berpotensi menimbulkan resistensi sosial, mufti
perlu memberikan pengantar yang edukatif dan persuasif.
Al-Shatib1 menekankan bahwa mempertimbangkan kondisi
masyarakat merupakan bagian dari hikmah syariat.*®

Contoh:
Penjelasan bertahap tentang pelarangan praktik adat
yang bertentangan dengan akidah.

5. Menawarkan Alternatif yang Halal dan Solutif

Mufti tidak cukup menyampaikan larangan, tetapi juga
perlu menunjukkan alternatif yang halal sebagai solusi.
Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat untuk memudahkan
dan membuka jalan kebaikan. Al-Ghazali menegaskan bahwa
syariat tidak menutup kemaslahatan umat.”

Contoh:

Larangan praktik riba disertai rekomendasi akad
pembiayaan syariah.

F. Jalur Ketiga: Hal-hal yang Wajib Dihindari dalam Fatwa

Mufti wajib menghindari mengikuti hawa nafsu, tekanan
sosial, atau kepentingan tertentu dalam fatwa. Al-Qarafi
memperingatkan bahwa fatwa yang mengikuti selera penanya
merupakan bentuk pengkhianatan ilmiah. Selain itu, mufti

56  Ibrahim ibn Misa al-Shatibi, al-Muwafagat, jil. 4, hlm. 233—235.
57 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa, jil. 1, hlm. 290—292.
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dianjurkan menunda fatwa apabila penanya berada dalam
kondisi psikologis tidak stabil, karena tujuan fatwa adalah
memberi petunjuk, bukan menambah kebingungan.

G. Kaidah Perubahan Fatwa dan Batas-batasnya

1. Prinsip Umum: Perubahan Fatwa sebagai Keniscayaan

Syar‘i

Perubahan fatwa merupakan keniscayaan dalam syariat
Islam seiring perubahan realitas kehidupan. Para ulama usul
fikih menegaskan bahwa fatwa sebagai penerapan hukum
dapat berubah ketika sebab, kondisi, atau konteksnya berubabh,
selama tidak menyentuh perkara-perkara qat1 yang bersifat
tetap. Al-Qarafit menyatakan bahwa perbedaan hukum sering
kali bersumber dari perbedaan realitas, bukan dari perubahan
nash itu sendiri.s®

Contoh:

Fatwa tentang tata kelola pasar dapat berbeda antara
masyarakat agraris tradisional dan masyarakat urban
modern dengan sistem perdagangan digital.

2. Perubahan Fatwa karena Perbedaan Zaman

Perubahan zaman memengaruhi struktur sosial, ekonomi,
dan teknologi, sehingga berimplikasi pada penerapan hukum.
Al-Shatibi menegaskan bahwa mengabaikan perubahan zaman
dalam fatwa dapat menimbulkan kesulitan dan bertentangan

58 Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Furig, jil. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998,
hlm. 177-179.
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dengan tujuan syariat yang menghendaki kemudahan dan
kemaslahatan.®

Namun demikian, perubahan zaman tidak boleh dijadikan
dalih untuk mengubah hukum-hukum ibadah mahdhah yang
telah ditetapkan secara tegas.

Contoh:
Fatwa tentang alat pembayaran berkembang dari emas—
perak ke uang kertas dan instrumen non-tunai.

3. Perubahan Fatwa karena Perbedaan Tempat

Perbedaan tempat membawa perbedaan adat, kondisi
ekonomi, dan struktur sosial. Oleh karena itu, fatwa yang tepat
di suatu wilayah belum tentu sesuai diterapkan di wilayah lain.
Al-Qarafl menegaskan bahwa fatwa harus memperhitungkan
konteks lokal agar tidak menimbulkan mudarat sosial.®

Contoh:

Fatwa tentang pengelolaan zakat di daerah perkotaan

dapat berbeda dengan daerah kepulauan atau

pedalaman.

59 Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, jil. 2, Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 302-304.

60 Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Thkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam, Beirut:
Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1998, hlm. 121-124.
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4. Perubahan Fatwa karena Perubahan Adat dan Kebiasaan
(Uf
Adat (“urf) yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat
merupakan pertimbangan penting dalam fatwa. Al-Ghazali
dan para ulama setelahnya menegaskan bahwa banyak hukum
mu‘amalat dibangun di atas adat yang berlaku di masyarakat.”

Contoh:

Bentuk akad jual beli yang dahulu dilakukan secara
lisan kini sah dilakukan secara elektronik berdasarkan
kebiasaan yang berlaku.

5. Perubahan Fatwa karena Kondisi Darurat dan Kebutuhan
Mendesak

Kondisi darurat (dartirah) dan kebutuhan mendesak (hajah)
dapat memengaruhi perubahan fatwa secara temporer. Al-
Shatibi menjelaskan bahwa syariat memberikan keringanan
untuk menjaga kemaslahatan primer, terutama perlindungan
jiwa dan agama.®

Perubahan fatwa dalam kondisi ini bersifat terbatas dan

tidak dapat dijadikan hukum permanen.

Contoh:
Kebolehan menggunakan bahan tertentu yang asalnya
terlarang dalam kondisi medis darurat.

61

62

Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min 1lm al-Usiul, jil. 1, Beirut: Dar al-Kutub
al-Tlmiyyah, 2000, hlm. 286-289.

Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafagat, jil. 2, Beirut: Dar al-Ma‘ifah, 2004,
hlm. 286—288.

@ Buku Panduan Fatwa



6. Perubahan Fatwa karena Perbedaan Niat dan Tujuan

Niat dan tujuan perbuatan merupakan faktor penting dalam
penilaian hukum. Al-Qarafi menegaskan bahwa perbedaan niat
dapat mengubah status hukum suatu perbuatan yang secara
lahiriah sama.®

Contoh:
Pemberian harta dapat bernilai sedekah, hibah, atau
suap, tergantung niat dan konteksnya.

7. Batas-Batas Perubahan Fatwa

Meskipun fatwa dapat berubah, terdapat batas-batas yang
tidak boleh dilanggar. Hukum-hukum yang bersifat qat1 al-
thubtit dan qat‘1 al-dalalah, terutama dalam aspek akidah dan
ibadah mahdhah, tidak dapat diubah oleh perubahan zaman
atau tempat. Al-Amidi menegaskan bahwa perubahan fatwa
hanya berlaku pada wilayah zhanni dan ijtihadi.*

Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara
fleksibilitas dan keteguhan syariat.

8. Implikasi Praktis bagi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi
Selatan

Bagi MUI Provinsi Sulawesi Selatan, kaidah perubahan fatwa
menjadi dasar penting dalam merespons persoalan lokal seperti

63

64

Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Furig, jil. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998,
hlm. 33—36.

Sayf al-Din al-Amidi, al-Thkam fi Usil al-Ahkam, jil. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyyah, 1983, hlm. 34—36.
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adat budaya, kondisi geografis, dan dinamika sosial masyarakat
Sulawesi Selatan. Fatwa daerah harus berpijak pada prinsip
nasional MUI, namun tetap sensitif terhadap realitas lokal
selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan fatwa
nasional.

. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

1. Prinsip Umum SOP Fatwa

1) Fatwamerupakan keputusan keagamaan kolektif, bukan
pendapat personal.

2) Setiap fatwa wajib melalui tahapan ilmiah, etik, dan
sosial.

3) Fatwa diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat
dan ketertiban sosial.

4) SOP inibersifat mengikat secara internal kelembagaan.

2. Alur Kerja Fatwa (Flowchart Tekstual)
TAHAP 1

Penerimaan Permohonan Fatwa
1) Permohonan fatwa diterima oleh Sekretariat MUI Sulsel.

2) Permohonan dicatat secara administratif (tanggal,
pihak pemohon, isu).
3) Permohonan diseleksi:
» X Ditolak: jika bukan ranah fatwa (sengketa pribadi,
politik praktis).
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. Diterima: jika menyangkut persoalan keagamaan
dan kemaslahatan publik.
Dasar prinsip: fatwa bukan respon reaktif, tetapi kebutuhan
keumatan.

TAHAP 2

Klarifikasi dan Pemahaman Masalah
1) Komisi Fatwa melakukan:
e Klarifikasi maksud pemohon.
* Penggalian fakta (tasawwur al-mas’alah).
2) Penentuan:
* Apakah kasus jelas atau memerlukan pendalaman
*  Apakah termasuk nawazil (kasus baru).
Jika fakta belum jelas - fatwa DITUNDA.

Dasar prinsip: kesalahan tasawwur menyebabkan kesalahan
hukum.®

TAHAP 3

Kajian Syar‘i dan Akademik

1) Penyusunan bahan kajian meliputi:
Dalil Al-Qur’an dan Sunnah.
*  Pendapat fuqaha’ klasik dan kontemporer.
* Kaidah fikih dan maqasid al-shari‘ah.

65 Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Thkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam, Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1998, hlm. 3—5.

66  Sayf al-Din al-Amidi, al-Thkam fi Usil al-Ahkam, jil. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyyah, 1983, hlm. 34—36.
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2) Identifikasi:
*  Apakah fatwa mengikuti pendapat mu‘tabar.
* Apakah diperlukan tarjih atau ijtihad kolektif.
Fatwa tanpa kajian tertulis dinyatakan tidak sah secara
prosedural.

TAHAP 4
Musyawarah dan Fatwa Kolektif
1) Rapat Komisi Fatwa:
* Dipimpin Ketua Komisi Fatwa.
¢ Diikuti anggota sesuai keahlian.
2) Dalam isu tertentu, dilakukan:
*  Konsultasi ahli (medis, ekonomi, teknologi, dsb.).
3) Keputusan diambil melalui:
* Ijma'internal.
* Atau mayoritas dengan catatan ilmiah.

Dasar prinsip: keputusan kolektif lebih dekat pada
kebenaran.”

TAHAP 5

Perumusan dan Redaksi Fatwa

1) Fatwa ditulis secara sistematis:
* Menimbang
* Mengingat

67 Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat, jil. 2, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2004,
hlm. 8-10.
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* Memperhatikan
* Memutuskan
2) Bahasa fatwa:
* Jelas, moderat, tidak provokatif.
*  Menghindari istilah teknis tanpa penjelasan.
3) Jika fatwa sensitif:
* Diberi pengantar edukatif.
Fatwa adalah panduan umat, bukan vonis hukum pidana.®®

TAHAP 6

Validasi dan Pengesahan
1) Fatwa diverifikasi:

*  Kesesuaian metodologi.

* Konsistensi dengan fatwa nasional MUL
2) Fatwa disahkan oleh:

* Ketua MUI Sulsel.

*  Sekretaris MUI Sulsel.

Fatwa daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip
nasional.

TAHAP 7
Publikasi dan Sosialisasi
1) Fatwa diumumkan secara resmi:

*  Surat keputusan.

68 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa, jil. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-TImiyyah, 2000,
hlm. 286—289.
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*  Website dan media resmi MUI SULSEL.
2) Sosialisasi:

*  Dakwah.

*  Edukasi publik.

* Koordinasi dengan ormas dan pemerintah daerah.
Fatwa tanpa sosialisasi berpotensi disalahpahami.

TAHAP 8

Evaluasi dan Peninjauan
1) Fatwa dievaluasi secara berkala jika:
* Terjadi perubahan kondisi.
*  Muncul dampak sosial signifikan.
2) Fatwa dapat:
* Ditegaskan kembali.
* Diperjelas.
* Direvisi sesuai kaidah perubahan fatwa.

Revisi fatwa # inkonsistensi, tetapi tanggung jawab ilmiah.*

Penutup SOP

SOP ini merupakan implementasi praktis dari Masalik al-

Ifta’ dalam tradisi Islam klasik dan modern. Dengan mengikuti

SOP ini, MUI Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu

menghasilkan fatwa yang ilmiah, moderat, kontekstual, dan

berwibawa, serta menjaga kepercayaan umat dan stabilitas sosial

keagamaan.

69 Ahmad al-Raysani, Figh al-ljtihad, Kairo: Dar al-Kalimah, 2013, hlm. 155-160.
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BAB III

PENUTUP

Fatwa merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan
keagamaan umat Islam. Ia berfungsi sebagai jembatan antara teks
syariat yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan yang
senantiasa berubah. Oleh karena itu, fatwa tidak dapat dilepaskan
dari sejarah, metodologi, dan etika keilmuan yang mengiringinya.

Melalui buku panduan ini, telah ditegaskan bahwa fatwa dalam
Islam berkembang secara bertahap—dari masa Nabi Muhammad
%, sahabat, tabi‘in, pembentukan mazhab, hingga era modern dan
kelembagaan. Perjalanan historis ini menunjukkan bahwa fatwa yang
kredibel selalu berpijak pada sumber syariat, dijalankan dengan
metodologi yang disiplin, serta memperhatikan kemaslahatan dan
kondisi masyarakat.

Bab II buku ini menekankan pentingnya Masalik al-Ifta’ sebagai
jalur kerja fatwa, mulai dari penerimaan pertanyaan, klarifikasi
masalah, kajian ilmiah, musyawarah kolektif, hingga publikasi dan
evaluasi fatwa. Penegasan SOP fatwa menjadi langkah strategis untuk
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memastikan bahwa fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan dilahirkan
melalui proses yang terukur, transparan, dan bertanggung jawab.

Buku panduan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang
ijtihad, melainkan untuk menuntun ijtihad agar tetap berada dalam
koridor keilmuan dan etika Islam. Dengan panduan ini, diharapkan
fatwa yang dihasilkan mampu menjawab persoalan umat secara
tepat, menenangkan, dan mencerahkan, sekaligus menjaga persatuan
dan keharmonisan sosial.

Semoga buku panduan ini menjadi rujukan yang bermanfaat
dan terus disempurnakan seiring perkembangan zaman, demi
terwujudnya fatwa yang moderat, kontekstual, dan berwibawa di
tengah masyarakat Sulawesi Selatan.
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LAMPIRAN:

FATWA - FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021-2025

A. Pengantar Lampiran

Lampiran ini memuat kumpulan fatwa yang dikeluarkan
oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan selama
periode 2021-2025. Penyusunan lampiran bertujuan untuk
mendokumentasikan secara sistematis keputusan-keputusan
fatwa yang telah ditetapkan melalui mekanisme kelembagaan MUI
Sulawesi Selatan, serta menjadi rujukan resmi bagi pengurus, aparat
pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat luas.

Seluruh fatwa dalam lampiran ini merupakan hasil musyawarah
Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan
sesuai dengan prinsip Masalik al-Ifta) kaidah perubahan fatwa, serta
Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa sebagaimana diuraikan
dalam Bab II buku panduan ini.

Lampiran ini bersifat dinamis dan terbuka untuk pembaruan,
sesuai dengan kebutuhan dokumentasi dan pengarsipan
kelembagaan.
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B. Klasifikasi Fatwa

Untuk memudahkan akses dan pemanfaatan, fatwa-fatwa dalam

lampiran ini diklasifikasikan berdasarkan bidang sebagai berikut:

1.

2.

3
4.
5

Fatwa Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan
Fatwa Bidang Ibadah dan Syiar Keagamaan
Fatwa Bidang Mu‘amalat dan Ekonomi Syariah
Fatwa Bidang Sosial, Budaya, dan Adat Lokal

Fatwa Bidang Kesehatan, Lingkungan, dan Isu
Kontemporer

Fatwa Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
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C. Penyajian Fatwa-Fatwa 2021-2025

1.

FATWA MUI SULSEL Tahun 2021

A ATI 7 o~ < AR ';/
-
é\‘&”‘.mwwﬁ_

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (\I«spd Raya ‘\hk assar, L'mln Swm) Telepen 0811413"78/
Web: https:/ i Email: oficial. EB:

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 01 Tahun 2021
Tentan,
EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG
PUBLIK

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG

a. bahwa memberi dan berbagi kepada sesama adalah perbuatan mulia jika dilakukan sesuai
ketentuan;

b. bahwa maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-
minta di jalanan dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum;

c. bahwa maraknya pelibatan bayi, anak, perempuan dan orang cacat dalam meminta-minta
yang terorganisir;

d. bahwa fenomena itu memunculkan pro-kontra karena telah ada Perda Kota Makassar
Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur penanganan anak jalanan dan pengemis yang tidak
memperbolehkan memberi uang atau sedekah di jalan umum yang dapat mengganggu
ketertiban umum dan lalu lintas;

e. bahwa dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan perlu
menetapkan fatwa tentang sindikat yang mengumpulkan pengemis untuk mengemis,
pengemis, dan pemberi.

MENGINGAT s

a. Firman Allah swt.:
1. QS. al-Baqarah/2: 273 tentang anjuran berinfak di jalan Allah.

EHRRESFRIP RIS LA
e

(Berinfaglah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jibad) di jalan Allah; mereka tidak dapat

(berusaha) di bumi; orang yang tidak tabu menyangka mereka orang kaya karena memelibara diri

1528 5 B\A—L‘):GJ\ u,,\._.dﬁ...w:

dari minta-minta. Kamn kenal mereka dengan melibat sifat-sifatnya, merekea tidak meminta kepada
orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamn nafkabkan (di jalan Allah),
maka sesunggnlnya Allab Maha Mengatahui.

2. QS. al-Dzariyat/51: 19 tentang harta orang kaya ada hak orang lain.

,")“d}

Dan pada harta-harta mereka ada hak nntuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang

tidak mendapat bagian.
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3. QS. al-Dhuha/93: 10 tentang larangan menghardik orang yang meminta-minta.

3 g (H3

Dan terhadap orang yang mi) inta, J lal kamn

nya.

4. QS. al-Isra’/17: 31 tentang larangan membunuh anak karena kemiskinan.

321.c 5%

DS s O el s
Dan i lah kamu k-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan
memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamn. Sesunggubnya membunub mereka adalab snatn

dosa yang besar.

5. QSal-Ra’d/13: 11 tentang motivasi mengubah nasib.

&

& 1 22 e sgiesecnfawiE ae &, A Tz s
LG 157050 (55 258 G 0 Y b1 O bl Al Bs 5,555 Laals

Bagi manunsia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikntinya bergiliran, di mnka dan di

lakangnya, mereka Z a atas perintah Allah. Sesunggubnya Allah tidak mernbah

Fkeadaan sesnatu kaum sehingga mereka mernbab keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan

apabila Allah menghendaki keburnkan terbadap sesnatn kanm, maka tak ada yang dapat
la ; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

6. QS. al-Nisa/4: 9 tentang kehati-hatian dalam urusan anak keturunan yang lemah.
Vs V331,05 08 1le e i 3d 2adls 018555 ol 535

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kbanatir terbadap (kesejabteraan) mereka. Oleh
sebab itn hendaklah mereka bertakwa kepada Allab dan hendaklah mercka k

e

perkataan yang benar.

7. QS. al-Isra/ :70 tentang kemuliaan keturunan Adam as.

opls W 522 o8 P 0y gl 52 Gy ol A0 3 Rl e g S s

Dan sesunggubnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan
di lantan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebibkan mereka dengan
kelebiban yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

8. QS al-Syw’ara/42: 79 tentang anjuran bekerja dan meminta kepada Allah swt.
0S5 ettt 36 o5
dan Tubankn, Dia yang memberi makan dan minum kepadakn.

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:
1. Tentang menjaga kehormatan diri.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
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o013 20 o e 25 a0 302 6 g e A 5 o 2 22 ) 625l o oS 2
(58 3B 58 BN 555,058 0

Dari Hakim bin Hizim ra., dari Nabi saw. bersabda : Tangan yang di atas lebib baik daripada
tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik
sedekeah adalab yang dikelnarkan dari orang yang tidak membutubkannya. Barangsiapa menjaga
kebormatan dirinya maka Allah akan me/yagmgw dan barangsiapa yang merasa cukup maka
Alldh akan berikan kecukupan ke a’

sk RS 5 Ak s

I

Tentang peringatan Rasulullah saw. bagi 7assanmul (meminta-minta).
& 0 JUs 90 iz 1)) sl et Jo 530 06 106 wee ol 25 52 o3 i 52
1040 10y s /1474 20 o)1) (2 (B503) £33 035 6 8

Dari Abdullah bin Umar ra. Berkata: Rasulnllah saw Bersabda: Seseorang senantiasa minta-
minta kepada orang lain hingga ia akan datang pada hari Kiamat dengan tidak ada sekerat daging
pun di wajabnya.

\;,_i)\

3. Tentang larangan meminta-minta.

ioe3 B

u’\J]) J\s;x_‘,gsw:;.;sﬂ byl e
o T of e 55 shi G ) K G

[

oab Jo B i _;L.s».brb»\»
(1471 o o5 (5558 3

LU ,rw

Dari Abit Hurairah berkata: sesunggubnya Nabi saw. bersabda: sunggub seorang dari kalian yang
mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayn bakar dan dibawa dengan punggungnya kemndian
dia inalnya laln Allah kupkannya dengan kayn it lebib baik baginya daripada dia
meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atan menolaknya".

4. Tentang orang yang dibolehkan meminta.

u‘\}“"’ - J.&J‘M.\,.J\:}\-J&JAL‘!" = ‘ dLLﬂ\qSu..l;u

3

(1044 1o ) " B G\ ebesiag

Dari Qabiah bin Mukharig al-Hilali berkata: Saya menanggung beban (ntang) laln saya
mendatangi Rasulullah saw. untnk menanyakan hal itn, lalu Rasulullah saw. bersabda: *Tegarlah,
sampai datang kepada kami sedekah maka kami akan / untuk berik

kepadamn dari sedekab itu”, Qabisah berkata: kemudian Belian bersabda lagi: “Wahai Qabisah!
Sesunggubnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satn dari tiga onangs (1) seseorang

_yang menanggung hutang orang lain, ia boleh / int mmpm ia nya, k i
berhent, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang habiskan hartanya, ia boleh
sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) yang ditimpa k bidup
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sehingga ada tiga orang yang berakal dari kanmnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa
kesengsaraan hidup,” ia boleh 7 inta sampai dap. e hidup. Meminta-
minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabisah! Adalah haram, dan orang yang memakannya
adalah memakan yang haram. HR. Muslim no 1044

5. Tentang larangan eksploitasi anak.

»\)H Ao B3k ,6)4,.;\ Je

P -vr.&,»u; el g
«;,;:.;u\ e s 5 o i J,,Jugwmg JEE FUNCINFLER N
e x5 80, o ale a1 a 3,25 38 B e 65 U 06 il 5 320 o 'Ttu
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Abii Kamil al-Jabdari menceritakan kepada kami babwa Abd al-Wahid yakni Ibnn Ziyad
menceritakan kepada kami babwa al-A’masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim al-Taimi
dari bapaknya yang berkata: Abi Mas’iid al-Badari ra. berkata, “(Snatu hari) akn menmbknl
budakskn (yang masih kecil) dengan cemeti, maka aku mend le k
‘Ketahuilah, wahai Abi Masid!” Akan tetaps, aku tidak mengenali suara tersebut karena
kemaraban (yang sangat). Ketika pemilik suara itn mendekat darikn, maka ternyata dia adalah
Rasulullah swa., dan belian yang berkata, Ketahuilah, wabhai Abi Mas'nd! Ketabuilah, wabai
Abii Mas’iid!” Maka akn pun melempar cemeti dari tangankn, kemudian belian bersabda,
‘Ketahuilah, wabai Abii Mas'nd! Sesunggubnya Allah lebih mampn untuk (menyiksa) kamn
daripada kamu terbadap budak ini,’ maka akn pun berkata, ‘Akun tidak akan memukul budak
selamanya setelah (hari) ini.”

suara (teguran) dari

6. Tentang larangan eksploitasi anak

(B oy csin A ,) 658 33535 Ui 255 o 0 e il g e 40 [ 520 0

Nabi saw. bersabda: “Tidak termasufk dari kami orang yang tidak mencintai anak kecil dan
tidak menghormati orang yang dewasa”. (HR al-Turmudzi dan al-Albani mesahibkannya).

c. Kaidah Usuliyah dan Fighiyah:
Jigs 37
Kemmdaratan harus dibilangkan
el g Je
Hukum asal dari kemudaratan adalah haram
fs 5 b Sl
Sesuatu yang dapat buat te nya perb haram, maka itu juga haram
S wult At ity e T ee
W\woﬁff\iw}g\clw
Barang siapa_yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakunkan
kemaksiatan

eladl 25 5209 (i

Kebijak mipin terbadap rakyat harns
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MEMPERHATIKAN

a. Pendapat fukaha:
1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab a/-Majmi’ Syarh al-Mubazzab 6/236:

3200 ] 2l a5 236/6) "L 3ED 58 g 5iall” G -anl amym o520 U JB

U}(;\!;Asu;eh\r;ingﬁ??mn CL,un
Imam al-Nawanwi berkata dalam kitab al Majmi’ Syarl al-Mubazzab: tidak dibaramkan dan
tidak di hkan untuk inta-minta bagi orang yang sangat butnh dan tidak mampn lagi
bekerja.

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Shabib Muslim bi Syark al-Nawanwi 10/408:

P52 & Al 5 5530 A e D5 g BN B SUCEEN 538l ) s ey 6
(408 o 10 (55,0 7 o) et o8 23 20 14l ity Jo & B

Imam al-Nawawi berkata: Ulama sepakat tentang larangan meminta-minta jika tidak dalam
kondisi darnrat, dan nlama berbeda pendapat terkait orang yang meminta-minta sementara ia
manmpu bekerja, dan pendapat yang paling sahibh adalah: Haram (meminta-minta bagi yang manipu
bekerja) sesnai zabirmya hadis.

3. Pendapat Imam al-Gazali dalam Kitab Ihya Ulim al-Din 4/278:
ulZ.Ll EE] "}J! Jid g J..a\J\ J!J.JV FUESNN

05 A8 ek} D320 31 UG o s 3EN a1 Ji3 0 5N

\

[
i g frju..u 2 me\;ﬂt@@&m«ffng

Jipai sy d LC*’LD\!
.é;ﬂi;;;;wgérﬁ\;@,z\;u\ Pl aikeid 5 G 543,40 15005 0330y FUAIENG

[278 /4 ol psde sl ]
Abii Hamid al-Gazali berkata: hukunm asal dari meminta-minta itu haram karena tiga sebab;
Pertama, meminta-minta menampakkan keluban dari Allah swt., karena meminta-minta
menampakkan kefakiran, dan sesunggubnya karunia Allah tidak mencukupi darinya. Hal itu
_yang menjadi inti kelubhan.
Kedna, b nya peni; Z dirinya sendiri kepada selain Allah, seorang
Muslim tidak berhak /mrz{ﬁe/wﬂ/ﬂkﬂﬂ dirinya selain kepada Allab, dalam meminta-minta

oy

\

W 8

P

mempermalukan si pengemis, selain juga merugikan pibak yang bertanggung jawab.

Ketiga, orang yang meminta minta dapat menynsabkan dan menyakiti orang yang dimintar, maka
dia memberinya karena maln atan karena riya, dengan demikian dibarambkan bagi penerima dan
pember.

4. Pendapat 4 mazhab tentang peminta-minta di masjid dalam Kitab a/-Figh ‘ala al-
Madzahib al-Arba’ab 1/283:
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15505
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Kalangan Hanbali berkata: Makruh huknmnya meminta dan menberi sedekah di masjid
Kalangan Syafi’tyah berkata: Makmb meminta-minta di magjid, dan jika menimbulkan

-

L8 3 g s a e Lt

kegaduhan dan kebisi maka

Kalangan Malikiyah berkata: Dilarang meminta-minta di magjid dan makrub memberi pengemis
di magjid.

Kalangan Hanafiyah berkata: Haram meminta-minta di magjid dan makrub memberi kepada
pengemis di magjid. (al-Figh ‘ala al-Mazahi al-Arba'ah 1/283)

Pendapat Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi dalam kitab a/-Fatawa: Kull Ma bibim
al-Muslim fi Hayatih wa Y anmibi wa Gadibi [347)

5B G Bl s 05BN 28 8Y é;u 035 B 6 g3 phadn gan

Sl et B3 Srzs 515 3 S8 i 585 s 2o W) 5 2k B3 ¥ 1520
sl QJJ‘)&W}A.U}.&“‘AJJS\JJQ‘OJHBW\Juﬁ‘“o"c&_\)},ﬂj\’rurj
Sl Ge ik el 31 0E 58 0 5 Akl
Syekh al-Sya’rawi berkata babwa meminta-minta dalam berbagai benl/xk/yw adalab dilarang,
Fkarena kata al- /( 7 inta) inspirasi untuk jadik ta-minta sebagai
profesi, padabal wewz/lm minta itn bukan profesi tetapi kadang dibolebkan karena kebutnbhan.
Peminta-minta ketika dia meminta seakan kelibatan babwa dia berhak diberi seadagab sekalipun
kita tidak tan kondisinya dan sekalipun kita tidak boleh menndub dia meminta-minta sebagai
profesinya tanpa menyelidikinya. Dalam hal ini ada kaidal nshul yang preventif yaitu jika engkan
salah sasaran dalam menberi lebih baik dari pada engkan merasa benar dalam larangan memberi.

S

&%

b. Pasal 34 UUD 1945:

Fakir miskin dan anak-anafk terlantar dipelihara oleh negara.

c. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.

d. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa secara oniine
yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 M/ 19 Rabiul Awal 1443 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN
DAN RUANG PUBLIK
Pertama : Ketentuan Hukum

1. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta;

2. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan
ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi
pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik;

3. Bagi pengemis:
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a. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat
serta karena faktor malas bekerja;
b. Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/ tempat
publik yang bisa membahayakan dirinya
4. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina
dengan sebaik-baiknya.

Kedna : Rekomendasi

1. Lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu
bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan;

2. Bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi
orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Rabiul Awal 1443 H
27 Oktober 2021 M
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris
Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A. Dr. KH. Syamsul Bahsi Abd Hamid, Lc., M.A.
Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

S

- e
Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, ML.A.
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MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 02 Tahun 2022
Tentang
UANG PANAr

. )
gl R )
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG

a. Pemberian #ang pana;’ merupakan adat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar;

b. Uang panai’ merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak
calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan
untuk prosesi pesta pernikahannya. Uang panai’ pada suku Bugis-Makassar digunakan
sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk
keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga;

c.  Uang panai‘berbeda dengan mahar. Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak
dalam prosesi nikah. Sementara wang panai‘ adalah tuntutan adat yang mentradisi pada
masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi
acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak
laki-laki dan keluarga pihak perempuan;

d. Beberapa jenis pemberian dalam pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar seperti #ang
panai’, leko, erang-erang (seserahan), sompa atau sunrang (mahar) dan passio (pengikat);

e. Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait #ang panai’ antara lain:

1) Terjadinya pergeseran budaya wang panai’ yang awalnya dimaksudkan untuk
memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise
dan pamer serta pembohongan publik di tengah masyarakat;

2) Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk

mendapatkan #ang panai’ yang setinggi-tingginya;

Menjadikan #ang panai’ yang derajatnya sebagai pelengkap (7absiniya?) menjadi hal

yang paling utama (dbarnriyat) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang

hukumnya adalah wajib;

Menjadikan #ang panai’ sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;

5) Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi #ang

panai’,

Terjadinya kasus perzinaan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan

ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya uang panai’;

7) Terjadinya kawin lari (s//ariang) dan nikah siti yang dilakukan oleh kedua mempelai

karena laki-laki tidak sanggup memenuhi wang panar’,

Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan

untuk memenuhi #ang panai’.

3
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9) Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan
keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stress dan kecemasan karena tingginya
nang panai’.

f. Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa dan
memberikan rekomendasi seputar fenomena #ang panai’.

MENGINGAT E
a. Firman Allah swt.:

1. Q.. Al-Bagarah/2: 185 dan Q.S al-Maidah/5: 6 tentang memudahkan dalam kehidupan
412&, G s e K e iy
“...Allah menghendaki kemndahan bagimnu dan tidak ))le/gg/ymdﬂ,él kem,éal an”.

.. "“Allab tidak hendak menynlitkan kamn”. ..
2. Q.S al-Baqarah/2: 195 dan Q.S al-Qasas/28: 77 tentang perintah berbuat baik

“berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik”
3. QS al- Rum/ 30 21 tentang pernikahan menghadukan ketenteraman
[ 55 855 Ky s )|

085 38 cind 5 o

“Dan di antara tanda-tanda keknasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
Jenismu sendiri, supaya kamu cendernng dan merasa tenteram kepadanya, dan djjadikan-Nya
diantaramn rasa kasib dan sayang. Sesunggubnya pada yang demikian itu benar-benar rerdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir”

4. QS al-Nur/24: 32 tentang anjuran menikahkan yang lajang agar tercapai keberkahan hidup

R 5, < A §¢ AT
s la kil 1 B 2980 TR 1SS o) BT 1830 1 bl 350 b1 1A

f
P

et

N 1g-orang yang masih jang di antara kamn dan juga orang-orang yang layak
(menikabh) dari b 72 baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,
Allab akan memberi kemampnan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mabaluas (pemberian-
Nya) lagi Maka Mengetahui.”

5. Q.S al-Nisa: 4/21 tentang pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat
o1 (Saon °‘<Z/ Ala b o&laz Y .
Ua.gr-bk.‘_.,:\., . ubt,_j‘zqw\.ﬁ.a.q&m Y
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“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padabal kamn telah mengganli satu sama lain
(sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimm) telah membuat peyjanjian yang knat (ikatan
pernikaban) denganmn?”

6. Q.S al-Isra: 17/70 tentang memanusiakan manusia
eoads Gls 22 ,»561.:— sty o lg‘ oo s A A G s st 5 W

“Sunggnh, Kami telal memuliakan anak cucn Adam dan Kami angknt mereka di darat dan di lant.
Kami anngerabkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebibkan mereka di atas
banyak makhink yang Kami ciptakan dengan kelebiban yang sempurna’.

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan
EpGe B 2 18 280 b 06 AP
‘Berikanlaly mahar kepada wanita (yang kamn nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
Kemudian, jika 7l/€I€/€[l menyerabkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang haty,

Vi ; Ders, ”
dan b itu dengan senang hati”.

8. Q.S.al-A’raf: 7/199 tentang adat bisa dijadikan rujukan
GRS AT R
“Jadilah pemaaf, perintablak (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglab dari orang-orang bodoh”
9. Q.S al-Baqarah: 2/270 tentang meng-infak-kan sebagian harta

2\;;;’1 & Gelbll Uigs atlis 4 56 ).ﬁ P HE 3 a8 1 A8 Uy

“Infak apa pun yang kamn berikan ataun nazar apa pun yang kamu janjikan sesunggubnya Allah
mengetalhuinya. Bagi orang-orang 3alim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)”.

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:
1. Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

Sy dai T80 g e 80 g B B 3,“» 5 J6: &6 s 22
Sy 4 a3l B0 plsaly el 34 4 25 5SS i 15 06 2 mrﬁ,,&, 36 155557

axls oplolgy

Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Menikab itn dari sunabk:
barang siapa yang tidak mengamalkan sunabku, maka ia tidak mengiknti jalankn. Menikahlab,
karena sunggub akn membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai
kekayaan, maka menikablab, dan siapa yang tidak mampn maka hendaklab ia berpuasa, karena
sunggub pnasa itn tameng baginya” (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Swnan Ibnu Majah hadis
nomor 1846

Ul[&.ﬁtua;:ﬂl L‘.Jlb[,L,‘lq.l; B e d Jyzg 36 J6 &
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“Bagair kamn akan bi

(kembali), padabal kamn telah mengganli satn sama lain
(sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimmn) telah membnat perjanjian yang kuat (ikatan
pernikaban) denganmn?”

6. Q.S al-Isra 17/70 tentang memanusiakan manusia

eSlialf Gl 22 28 o iy ol o 4855 s 5 0 sl gl W A

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucn Adam dan Kami angknt mereka di darat dan di lant.
Kami anngerabkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebibkan mereka di atas
banyak makbink yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempnrma”.

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan
“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamn nikahi) sebagai pemberian yang pennh kerelaan.

Kemudian, jika mereka menyerabkan kepada kamu sebagian dari (mabar) itu dengan senang hati,
b dan ni; ilah p jan itu dengan senang hati”.

8. Q.S.al-A’raf: 7/199 tentang adat bisa dijadikan rujukan
Gl g;n o J,);a, _;;,’Ju !5 ;.4;5\ RES
“Jadilah pemaaf, perintablak (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodok”
9. Q.S al-Baqarah: 2/270 tentang meng-infak-kan sebagian harta

bl b Bl Uiy atlig b 56 35 52 456 513

“Infak apa pun yang kamn berikan atan nazar apa pun yang kamu janjikan sesunggubnya Allah
mengetabuinya. Bagi orang-orang alim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)”.

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:
Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

—

”»

268,

bgib )

arle ol ol

Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Menikab itu termasuk dari sunabku,
barang siapa yang tidak mengamalkan sunabkn, maka ia tidak mengikuti jalankn. Menikahlah,
karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-nmat yang lainnya, siapa yang mempunyai
kekayaan, maka menikablah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena
sungguh puasa itn tameng baginya” (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah hadis
nomor 1846

S & it 2a Lt Sase g dog e o @0 0025 8 J6 06 b e 2
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“ Dari Abdullah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: Wahai pﬂm pmmﬂ'(l—
pemmudi! Barang siapa di antara kalian be untuk menikab, maka 7 2
Muslim dalam Kitab Shahih Muslim hadis nomor 2486)

2. Memudahkan dalam pernikahan:

1550 ol Y1 50 a2y 50 50 ) 06 8 o0 O e 0 o) 500 %T_,,;

S olsy 3L o gey w5300 1ty sl

“Sesunggubnya agama itu mudab, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan
dikalabkan (semakin berat dan sulit). Maka b b lurus kalian, dle (kepada yang
benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwal (berangkat di awal pagi)
dan ar-rubah (berangkat setelah Zhubur) dan sesuatn dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)".
(HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 38)

gl oy 558 Y5 135 gt Y Iz J6 gl ol 5"&0’ B2 s T e
“Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi san. b b //fm i h engkan persulit

orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari” (HR. al-

Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 67)

Al oly, 3532 3 vl“ gl Jo 0 25 36 : J6 aud dn e
“Dari Umamah ra. berkata ba}]/m Rasullah san. bersabda ..."Aku dintus dengan membawa
agama yang lurms” (HR. Ahmad hadis nomor 21260)

b ke B 206 ol e 81 Lo i s O i i) oy 2tste 0

Al slyy ) ety 0

“Dari Aisyah ra. B, mya R llah san. bda: Sesunggubnya seorang
wanita adalah mudah dipinang, mudah mabarnya, dan mudah rabimnya.” (HR. Ahmad hadis
nomor 2338)

Wty 595 Attt gl 80 5s sl e o B0 025 6 e o ne e

[’.Slﬂ-’\

“Dari Ugbabh ra bahwa sesunggnhnya Rasulullah saw bersabda; "Sebaik-baik pernikahan adalah
yang memudabkan” (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh al-Hakim

o

Dalil membuat walimah secara sederhana
BB ads W B2 e 3 M a B G e
o ol 3y 3 3 431 B0 S5 106 .85 e 015 035 B BT 358 ) & 03
“Dari Anas bin I\In//,é, babwasanya Nabi san. melibat ada bekas kuning-kuning pada "Abdur
Rabman bin ' Auf. Maka belian bertanya, ""Apa ini?". Ia menjawab, ""Ya Rasulullah, saya barn saja
menikahi wanita dengan mabar seberat biji dari emas". Maka belian bersabda, "Semoga Allah

memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”.
[HR. Muslim]

Pt G JOVERE B 2
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Dari Anas, sesunggubnya Nabi saw. pernab mengadakan walimab atas (perkawinannya) dengan
Shafiyah ra. dengan hidangan kurma dan sawiq (bubnr tepung). [HR. Khamsah kecuali al-
Nasa'i].

4. Tentang standar minimal walimah (pesta pernikahan):

& T o3 @l 3w Lo I B6 el i W68 Y 1 U S0 2 e of

ut o iR 1 of2 5% 5 ed s 008 % u of 512
5,,;;:\u.uw MLHJ.A,‘\JM G alog e A o B2 g 2K 28NS 08
D s it 5 1

axla opl olgy .W'h ale :,L:Jl

Bahwasanya Umar bin Khattab berkata: “Janganlah memasang harga tinggi mabar perempuan, andai
itu sebagai kemuliaan di dunia dan bentuk ketaknaan kepada Allah maka pastilah Nabi Mubammad
saw yang paling ntama dan berhak akan itn. Belian tidak menafkabi istri-istrinya atanpun istrinya
kepada putri-putrinya melebibi dari 12 uqyab. Sesunggubnya seorang yang memberatkan istrinya sampai
ada rasa permusuban pada dirinya... (HR. Ibn Majah).

’ 2 8 7 -

Glstis G555 6 ] q,,,m;p mu\ym Jss J6

Cal taally " 335 o8 g 4 o K6 ki Vg
Dari Abu Hurairah ra. berkata babwa Rasulullah san. bersabda: Apabila ada yang me/ﬂ/}mr
kepadamu orang yang engkan senangi agamanya dan akblaknya, maka nikabkanlab. Jika tidak,

engkan akan buat di bumi dan ang nyata. (HR. al-Turmuzi dalam Sunan al-
Turmuzi hadis nomor 1004).

J"i/n}f

c. Kaidah Usuliyah dan Fighiyah:
[Rte e
“Adat itn bisa djjadikan sandaran hukum.”

Ne3 Qe ] t}”‘«/ 28 55 59" JW' LA
“Uif (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatast.”
B ) L 338 Gos O2lli 35

‘Sesuatu_yang dianggap baik oleh nmat Islam matka disisi Allah pun dianggap baik”

v Lo (E s e
Ui LIS Ol
“Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelakn

transaksi.”

:

dedgydefnyi

“Sesnatu yang tidak bisa diraih semnanya, tidak boleh ditinggalkan semmanya”
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MEMPERHATIKAN

4

Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Walimah:

Al-Maushily dalam kitab al-Ihtikar juz 4 hal. 176 (Hanafi), Imam al-Dardiry dalam kitab a/-
Syarh al-Kabir juz 2 hal. 337 (Maliki), Imam al-Syairazy dalam kitab a/-Tanbih hal. 235-236
(al-Syafi’iyah), dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab a/-Mugnijuz 8 hal 106 (Hanbali):

—

Hanafiah, Malikiyah, sebagian Syafiiyah dengan pendapat yang kuat, dan sebagian
Hanabilah, hukumnya diutamakan atau ##bbab bagi yang nikah dengan kondisi longgar
materi untuk membuat walimah lalu mengundang orang datang. Ibnu Qudamah berkata :
“Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa walimah itu sunnah dalam pernikahan dan
disyariatkan”.

2. Pendapat Ibnu Qasim al-Gazi dalam kitab Fazh al-Qaribhal. 236 dan disebutkan juga dalam
kitab Hasyiyah al-Bajuri juz 2 hal 233:

e e Jaally 5L Sl alaly o ald Sty plale U Ay Bmtns o A1 e 2l

Walimah tkaban huknmnya dis Yang di d dalam hal ini ialah_jamnan makan
ketika pernikaban. Paling sedikit hi bagi orang mampun ialab seekor kambing, dan bagi orang
yang kurang mampn, hi ya apa pun

3. Ibnu Hajar dalam Kitab Fath a/-Bari, juz 9 hal. 203:
o b 5 e BT Comzdly e 1 J6 sl S (o s dys OF S Gty
Disunatkan bagimn menyiapkan walimab sesuai kesanggupanmn, Ibn Hajar beppendapat hukumnya

sunat sesuai Resanggupan suani

b. UUD Pasal 28 B ayat 1: “Setiap orang berhak hak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”;

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

o

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31;

e. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUI Kota Makassar
pada 1 Juni 2022 dan Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22
Juni 2022;

o

Apa yang disepakati antara pihak wanita dan pihak laki-laki secara ikhlas adalah menjadi
keharusan yang disepakati bersama dan hal ini masuk dalam kategori #7f(adat) sebagaimana
kaidah ushul “Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan
tertulis di antara pelaku transaksi.”

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UANG PANAI’

Pertama : Ketentuan Hukum
1. Uangpanai’ adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi
prinsip syariah;
2. Prinsip syariah dalam wang panai’ adalah:
2. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
b. Memuliakan wanita;
c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
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d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan
kesepakatan oleh kedua belah pihak;

e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon
suami;

f. Sebagai bentuk tolong-menolong (fawmn) dalam rangka
menyambung silaturahim.

Kedna : Rekomendasi

1. Untuk keberkahan #ang pana:’, dihimbau mengeluarkan sebagian
infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi;

2. Hendaknya wnang panai’ tidak menjadi penghalang prosesi
pernikahan;

3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan
dari sifat-sifat abgir dan israf (pemborosan) serta gaya hedonis;

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 1Dzulhijah 1443 H
1 Juli 2022 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

Dr. k Hamid, Lc., MLA.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

S

Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.
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3. FATWA MUI SULSEL Tahun 2023
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MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Wieb: https: i om Email: oficial.mui om IG: officialmui FB: officialmui

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 003 Tahun 2023
Tentang
JUAL BELI TANAMAN UNTUK PAKAN BABI

o man .

0P AP A oy
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:
MENIMBANG :

a. Para petani di daerah minoritas beragama Islam dan mayoritas beragama Nasrani, para
petani yang beragama Islam mendapatkan tantangan ketidaknyamanan menjalankan
tuntutan iman dan pekerjaan yang cenderung kontradiktif; yaitu para petani umumnya
menanam ubi kayu dan ubi jalar yang merupakan tanaman semi industri di samping
bermanfaat untuk kebutuhan pokok.

b. Daun ubi juga sangat produktif dijual untuk membantu kebutuhan keuangan para petani.

c. Penjualan tersebut dilakukan di pasar atau ke pedagang yang diketahui mayoritas
peruntukannya untuk keperluan pakan babi milik kaum Nasrani.

d. Syariat Islam mengharamkan daging babi dan semua yang terkait dengan tubuh babi
kepada kaum muslimin, termasuk mengharamkan jual beli dan beternak babi untuk
dikonsumsi.

e. Bahwa tethadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum jual
beli tanaman untuk pakan babi.

f. Bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memandang
perlu menetapkan fatwa tentang hukum jual beli tanaman untuk pakan babi.

MENGINGAT :

Karena tidak adanya dalil qath’i dari Al-Qur’an dan Hadis begitu juga tidak ada Ijma dan Qiyas,
maka untuk menentukan hukum ini harus melalui istinbat dari empat sumber hukum utama yakni
Al-Qur’an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Dalam hal ini dapat melalui teori penetapan hukum Sadd al-
Dzariah dan teori Istibsan.

a. Dalil Sadd al-Dzari’ah, adalah dalil yang mengharamkan untuk melakukan sesuatu yang
asalnya boleh, namun karena dugaan kuat, hal tersebut mengakibatkan kepada sesuatu yang
syubbat atau haram.

b. Dalil Isithsan, adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan
karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.
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Adapun pembahasan tentang Sadd al-Dzari'ah sebagai berikut:

Keabsahan dalil Sadd al-Dzari’ah dan Istihsan menurut jumhur ulama:
a. Dalil Sadd al-Dzari’ah
1. QS.al-An’am/ 6:108

\.L;)w\.\;mwm o8 ¢

“Janganiah kamn memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan
memalki Allah dengan melampani batas tanpa (dasar) pengetabnan...”

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dilarang mencela Tuhan orang-orang yang tidak
menyembah Allah agar tidak mereka balas dengan mencela Allah demi Sadd al-Dzariah. (Ibnu
Qayyim, I'laam al-Muwagi'in, juz 3 h. 137)

2. QS. al-Bagarah/ 2:104

2

0 e 580 s G iy et W Y i i it

“Wabai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “Ra‘ind.” Akan tetapi, katakanlab,
“Unzurna”33) dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedib.”

Imam al-Qurthubi berkata: kata raa'ina adalah kata ejekan dipakai orang Yahudi, dilarang
menggunakan kata yang sama bagi orang Islam agar tidak terjadi ejekan yang tidak disadari, ini Sadd
al-Dzari‘ah; (Al-Qurthubi, al-Jaami’ li-Abkam al-Qur'an, juz 2, hal 58)

oy sl i Lo U 65T Colas L atd b Letl) 3683 aale oy e of O razsle 0
D Sl gal) A5 4 gy g0y s o33 o gt lad Flall o g O3 2 0f 1
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“Dari "Aisyal Ummul Mukminin, babwa Upmu Habibah dan Ummn Salamabh menceritakan kepada
Nabi shallallahn 'alaibi wasallam bakwa mereka melibat gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat
gambar. Maka belian pun bersabda: "Sesunggubnya jika orang shalib dari mereka meninggal, maka
merekea mendirikan masjid di atas knburannya dan membuat gambarnya di sana. Maka mereka itulah
seburnk-buruk makhink di sisi Allah pada bari kiamat.”

Peletakan gambar di atas kuburan demi mengingatkan kesalehan dan kemuliaan pemilik kuburan
tidak ada masalah dalam syariah, namun ketika ada orang yang tidak mengerti tujuannya maka
mereka sangka foto itu yang disembah, maka dilarang demi Sadd al-Dzari’ab. (Al-Qurthubi, al-Jaam:’
al-Abkam al-Qur'an, juz 2, hal 58)

o3 ety 0 Ly O JIA) ek e 1 (o (1 JB 10 i ) o) ey o Olanill o
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Rasulullah Saw bersabda : “Halal itu jelas, haram itu jelas di antaranya hal yang samar, siapa

meninggalkan hal yang samar, karena ada potensi dosa maka saat jelas statusnya ia telah tinggalkan dosa,
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siapa_yang berani melakukan hal yang samar maka hampir tergelincir saat status hukum itu jelas halal
atan haram, larangan maksiat it wilayah perbatasan haram, siapa menggembala di wilayah perbatasan
maka statusnya menghampiri tergelincir pada larangan”.

Al-Qurthubi berkata meninggalkan syubhat yang boleh demi terhindar dari dosa adalah Sadd al-
Dzari’ab (Al-Qurthubi, a/-Jaam:’ li-Abkam al-Qur'an, juz 2, hal 58-59)

b. Dalil Istihsan:
1. QS. al-Zumar/39:18

Heais J}A‘Ja» :,,&JJ‘

“(Yaitn) mereka yang laln ikuti apa yang paling baik di antaranya.
Mereka itulah orang-orang yang telah //tbm petunjuk oleh Allab dan mereka itulah ninl albab (orang-
orang yang mempunyai akal sehat.”

Oypass ¥ a2 485 215 r§\::l; o g s r,' s \,:<~

2. QS. al-Zumar/ 39:55

3z

T spmmad 2l
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“Tkutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tubanmu (Al-Qur'an) sebelum azab datang

7

secara mendade de kamu tidak menyadarinya.”

3. Hadis Rasulullah saw.
Sl e ggh G pallli T, L ) U

“Nabi Bersabda apa _yang dipandang orang orang muslim baik maka itn baik di sisi Allah”. (HR.
Abmad)

4. Kitab al Umm
B Jae (3 635 8 ¢ IS asd ol cppmall Jazal o oLl b1 O LalSly il ezl o
L L @l da Joo 3 Jpoall b dgmmald gty OF AL 2y Jitall b o) Bmbian cosis )

Ozl ga Jodadl ey il ) cislall 332

Berdasarkan hasil p terhadap persoalan-p hukum yang faktual, babwa pemberlaknan giyas
atan kaidal nmum adalah hal bersifat lazim. Tentu bisa e hat (kebatkan) pada manusia di
sebagian masalah-masalah hukum, _y{mg feyﬂ//l Adalah keadilan dan anugerab bagi manusia yaitu fleksibilitas
hukum untuk k le dan *a . Perub itulah disebut Istibsan. (Imam Syafr’l,

al-Umm, Daar al-Fikr Cet. 2 Thn 1983)

Ketidakabsahan dalil Sadd al-Dzari’ah dan Istihsan menurut beberapa ulama:
a. Dalil Sadd al-Dzari’ah tidak abash
1. QS. al-Zumar/39:55
G300 aatd By dgng i iz S0 g A b O30 08 dgas 6 ke e 1y

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Nabi Mubhammad), mereka berkata, ‘“Kami bersaksi
bahwa engkan adalah benar-benar ntusan Allah.” Allah mengetabui babwa engkan benar-benar utusan-
Nya. Allah pun bersaksi babwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendnsta.”
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Orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta dengan mulut mereka mengenai hal-hal yang
bertentangan dengan apa yang ada dalam hati mereka yakni mengetahui (bahwa sesungguhnya
orang-orang munafik itu benar-benar pendusta), maka isi hati mereka berbeda dengan apa yang
mereka katakan. Dengan demikian, secara lahiriah mereka tetap bukan orang kafir.

2. QS.alIsta’ /17:36

Wwa:wvau, 385y sadiy aazd Spale o G0 i U L5

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglibhatan
dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya.”

Tanggung jawab pelaksanaan hukum bagi para ulama adalah terhadap perkara yang sudah jelas
informasinya (ilmu), adapun perkara yang masih samar itu tidak dituntut tanggung jawabnya.

3. Hadis Rasulullah sw.

e
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“Dari Ibnu Umar radbiyallabn ‘anbuma berkata: Rasulullab shallallabu ‘alaibi wa sallam telah
bersabda: "Aku diperintabkan untuk memerangi mannsia hingga mereka bersaksi babwa tidak ada
sesembaban yang haq selain Allah, dan Mubammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat,
menunaikan akat. Maka apabila mereka telakh melakukan itn semna, maka mereka telah melindungi
darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perbitungan mereka (hisab) di sisi Allah
subbanabu wa ta’ala.” (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Dalil-dalil tersebut di atas adalah dasar tidak diberlakukannya sadd dzariah dalam menetapkan
hukum, karena sadd dzariah berpegang kepada indikasi yang sifatnya prediktif di masa akan datang.
Dalam mazhab Imam Syafi’i, indikasi tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak
tersurat di dalam dalil.

Istihsan bagi Syafi'iyah tidak absah

3 1 abladl oL JB i clogle obdlly cplarYly ity oSO U e ) 0,56 Y slea Y1 Of
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Ijtibad itu tidak menjadi dasar kecnali jika bersumber dari Al-Qur'an, Sunnab, Ijma dan qiyas. Imam Syafii

berkata ; Jika tidak ada rivayat dan tidak dapat digunakan giyas, laln kamu menggunakan istibsan yang

berbeda dengan riwayat hadis, maka tindakan tersebut tiada lain adalah kesalahan jika membolebkannya

(istibsan). (Imam as-Syafi’l, a/-Risalah Cet. 1 Tahun 2001)
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Babwasanya menggunakan istibsan dalam hal yang pasti tidak diketabui adalah melawan hukum Allah. Para
nlama dalam jumlah yang besar mennkil dari Imam Syafi'i “barang siapa yang beristibsan mafka telah membnat-
bnat syariat agama’. (Al-Juwaeni, al-Talkhish fi Ushul al-FighJuz 3 Hal. 310. Beirut Cet. 2 Tahun 2007)

Pendapat Para Ulama

Menurut jumhur ulama, Sadd al-Dzariahharus dijadikan rujukan dalam istinbat hukum atas masalah
yang dihadapi umat. Dalam hal menanam ubi untuk keperluan ternak babi harus dilarang karena
dapat menjadikan seseorang ikut bersekongkol dalam beternak babi dan sebagai penyedia daging
babi yang diharamkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Malikiah dan Hanabilah;

Sl e b oL OF (3 gl o gab dlegt spmie s JWYI YL g b OF 1l
.:L_..AJ'J:‘L,«I.\*...:-Q»LAM.&)\EcQ‘J}}ﬂerJM}C\,UJ)JSC;&A}Ub‘}Abv‘l;_s;};
Mernjuke kepada implikasi hukum adalah tujuan dan maksud syariah, ketika indikasi itu kuat babna
melakukan hal yang boleh itu dapat berdampak pada keharaman maka hal yang boleh itu dilarang. Dengan
demikian status huknmnya sesuai dengan implikasi yang terjadi. Adalah suatu kebarnsan dalam menmandang

suatn perkara yaitu fokus pada hal yang dapat berdampak pada kerusakan. (Al-Syatibi, al-Muwafakat,
Juz 4 Hal. 111-114).

Imam Qurthubi dan Ibnu Qayyim memastikan keharusan melakukan Sadd al-Dzariak:

Al-Qurthubi berkata; Adapun larangan berbuat hal sy#bbat karena takut terjatuh pada hal yang
haram adalah implementasi Sadd al-Dzariah meskipun syubbat ita bukan hal yang haram atau halal:

A Sy 1B A g Janll g b el lex o S Guandy dad il ) S35
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Tbnu Qayyim menyebut terdapat sembilan pulub sembilan dalil kebolehan menggunakan dalil Sadd al-Dzariah
dan ia berkata materi sadd dzariah seperempat taklif dimana taklif itu adalah berupa perintah dan larangan.
Adapun perintab terdiri dari dua: pertama perintah itu sendiri, kedua hal yang mengantar kepada perintab.
Adapun larangan juga terdiri dari dua: pertama hal yang dilarang itu b  pada secara langsung,
_yang kedua adalah hal yang membana kepada kerusakan, maka Sadd al-Dzariab yang membana pada yang
haram adalak seperempat dari agama. (Ibnu Qayyim, I'laan al-Muwaqqi'in, Juz 3 Hal. 159)

b. Sadd al-Dzariah tidak absah menurut ulama Syafi’iah.
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Tmam Syafii tidak benartkan ipan hukum berdasarkan indikasi-indikasi, isyarat-isyarat, tanda-tanda,
menetapkan dengan hal tersebut dapat menyalabi Al-Qur'an dan Sunnab, dalam hal ini Imam Syafi'i berkata:
“Siapa saja yang menetapkan huknm bertentangan dengan abir dalil berdasarkan apa yang mereka tampilkan,
maka kemungkinannya bisa terjadi berbeda dengan apa yang mereka tampilkan dengan dalil atan tanpa dalil,
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maka ketetapannya it menurut saya tidak dapat diterima karena berbeda dengan Al-Quran dan Sunnab.
(Imam Syafi’i, a/-Umm Juz 7 Hal. 297)
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Imam Syafii memandang bahwa dalam urusan jual beli secara zahirnya hal itu dapat dibolehkan,
berbeda dengan Imam Malik yang menganggap masalah jual beli meliputi hingga seribuan masalah

yang oleh Imam Syafi’l menolaknya (Al-Qharafi, al-Furuq Juz 2 Hal. 32 & Ibnu Farthun, Tabshiratul
Abkan Juz 2 Hal. 267)

Berdasar pendapat metodologi Imam Syafi'i maka jual beli daun ubi yang pembelinya
diperuntukkan untuk pakan babi atau lainnya adalah hukumnya boleh dan tak merusak jual beli.
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As-Syatibiy merespon pandangan Syafi'i, Bagi yang tidak menggunakan Sadd al-Dzariah sebagai sumber hukum
seperti Imam Syafi’l, maka penetapan hukumnya tetap dianggap karena transaksi jual beli pada dasarnya boleh
Fkarena adanya maslahat. Kemudian transaksi jula-beli yang kedna yang melabirkan manfaat lain, maka manfaat
Fkedna itu terpisab dari janl beli pertama. Setiap transaksi memiliki konseknensi tersendiri, setiap konsekuensi

hukum secara labiriah dalam bukum Islam yang terdapat masiahat maka hal tersebut tidak terlarang. (As-
Syatibi, juz 4 Hal. 113)

Berdasarkan hal ini maka pendapat As-Syatibiy juga mentolerir pendapat Syafi'i dalam masalah
transaksi jual beli. Bahwa transksasi tersebut absah tanpa melihat akibatnya kemudian. Artinya,
dalam masalah transaksi jual beli daun ubi untuk pakan babi tidak dipermasalahkan karena transaksi
jual belinya sudah selesai tanpa harus melihat peruntukannya.
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Tmam Syafi'i secara tegas mengharamkan segala sesuatu yang secara pasti membawa kepada yang haram. Adapun
hal-hal yang hanya bersandar pada indikator atan isyarat maka harus dibatasi pada hal yang dapat dipastikan
dari indikasi dan isyarat tersebut. dasarnya adalab :
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Dirinayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abn Hurairah RA. Bakwa Nabi SAW bersabda kepada mereka:
“Janganiah engkan menikahi seorang janda hingga kamu meminta persetujuannya. Dan janganlah kalian

menikahi seorang gadis sampai kalian meminta izinnya.” Lalu mereka mengatakan: “Bagaimanakah izinnya?.”
Nabi SAW menjawab: “Izinnya adalah diamnya.”
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Hadis Bukhari di atas menunjukkan bahwa seorang gadis dijadikan diamnya pada saat itu adalah
bukti ridha sesuai dengan nampak lahiriahnya. Tidak ditafsirkan tentang apa yang akan terjadi pada
kemudian hari.
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Seorang penulis Muhammad Haris Al-Isa dari Universitas Ahlul Bait dan Doktor Ahmad Galib
al-Khatib Mufti Provinsi Mafraq di Yordania berkata: “Bahwa pendapat Syafi'i dengan tidak
mempergunakan Sadd al-Dzariah dalam akad adalah baik dan benar. Hal ini karena esensi akad
tersebut tidak gugur karena adanya niat lain. Sikap Imam Syafi'i dengan tidak mengakui Sadd al-
Dzariah disebabkan karena penggunaan indikasi, sebab, bukti-bukti sebagai penentu hukum
dengan melangkahi yang tersirat adalah ketetapan baik, tidak melanggar aturan syariah. (Majalah
al-Urdnniah fii ad-Dirasat al-Islamiyah, Jilid 5 Vol. 4 Bulan Muharram 1431 H/Desember 2009);

Dalam konteks jual beli daun ubi untuk pakan babi, indikasi peternak babi dan pedagang penjual
daun ke tempat pakan babi bukan konsekuensi hukum jual beli. Konsekuensi hukum jual beli di
sini terputus dari kondisi para pembeli secara dengan latar belakang yang berbeda. Transaksi jual-
beli secara akad ke penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi patokan keabsahannya tanpa
melihat motivasi lain dari penjual atau pun pembelinya.

c. Istihsan dalam masalah jual beli daun ubi untuk peternak babi ada dua pendapat;
1) Pandangan Jumhur Fugaha

Jumhur ulama berpandangan bahwa menjual daun ubi bagi para peternak dilarang, proses
hukumnnya adalah berpindah dari hukum “Mubah” jual beli ke “Haram” karena mencedarai
magqasid (prinsip) syariah, yaitu tidak menjerumuskan seorang muslim ke hal haram akibat penjualan
itu.

2) Pandangan Syafi’iyah

Istihsan di sini adalah meninggalkan dalil Sadd a/-Dzariah menuju dalil utama yaitu halalnya jual beli
dan haramnya riba sesuai hukum zahir.

Murid murid Imam Hanafi atau al-Hanafiah memandang Is#zhsan juga adalah mengambil lahiriah
ayat dan hadis sebagai bolehnya menjual anggur pada orang orang yang mau menjadikannya
sebagai minuman khamar, ungkapannya berikut pada kitab Figh al-Isiami waadillatihi mengutip al-
Hanafiah;

Copd a3 Uy ol Al sl cam pgi Y Reaall OV 8 adsn &l le o8 ol s 0t
Ll eay 0wl il Y il i eaall OY il ol e 23 a Iyl f IS
P Y aeaddl OY B s b el m O Laadd) ) ot 6Y el s oS S L

ol day b el
Diperbolebkan untuk menjnal anggur kepada orang yang diketabui akan mengolahnya menjadi kbhamar, karena

maksiat yang terjadi bukan karena transaksi jual-beli tersebut. Akan tetapi maksiat terjadi setelah adanya
pernbaban sifat anggur menjadi khamar. Begitu juga diperbolebkan untnk menjual senjata kepada orang yang
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diketabni sebagai abli fitnab, karena maksiat terjadi karena penggunaannya, bukan karena transaksinya. Ini
Jjuga mernpakan pendapat Imam Syafi’i. Akan tetapi transaksi ini masnk dalam kategori makrub karena dapat
menjadi sebab terjadinya maksiat. Berbeda dengan transaksi menjual syrup buabh kepada orang yang
menjadikannya khamar, karena maksiat tidak terjadi karena jual beli tersebut, namun harns melalui proses
terlebih dabuln. (Ad-Dar al-Mukhtar wa Radd al-Mukhtar 5/273, Takmilah Fath al-Qadir: 127)

Kaidah Kaidah Hukum Fiqih

Mazhab Jumhur (Malikiah, Hanabila dan sebagian Hanafiah) yang membolehkan Sadd al-Dzariah
dan Istihsan

Ladolis jsull
Sab segala urnsan memperhatikan peruntukannya
LG Y Lkl 3l
Ibrah (pelajaran) itn berdasar pada makna-mafkna (terkandung), bukan berdasar pada lafaz-lafag hurnf.
Mazhab Al-Syafi'i yang tidak mengakui Iszzhsan dan Sadd al-Dzariah
Lo 2l Yy el Szl Y of
Sabnya nrusan tidak berdasar pada tindakan pencegaban
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Sasaran hukum itu tidak sabnya / dalam setiap akad-akad
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Siapa yang mernjuk pada metode hukum Sadd al-Dzari'ab maka pasti melegitimasi huknm berdasar tujnan
huknm, sedangkan yang tidak memberlakukan Sadd al-Dzari'ah maka tidak melegitimasi hukum  berdasar
pada tujuan hukum, dan juga tidak mensabkan hukum berdasar syarat-syarat penerapan hukum. (Al-Ghazali,
Al-Mustashfa min Iim al-Ushul, Tahun 2009)
ot R

Siapa saja menggunakan metode Istihsan maka sunggub ia telah ciptakan hukum syariat
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Hal yang dibolebkan karena darurat disesuaikan dengan kadar (kebutubannya)
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Hajat (kebutuban) menenmpati posisi darurat baik secara nmunm manpun kbusus
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4. Ketetapan Hukum (Madlul Hukum):

Pertama, menurut Malikiah dan Hanabilah, wajib memperhatikan dampak hukum dan implikasinya
sebagai tindakan preventif dari hal-hal yang haram. Ini dikenal dengan Sadd al-Dzari'ah. Karena itu
hukum menjual daun ubi kayu atau jalar kepada para peternak babi atau yang membawa ke
peternak babi adalah haram.

Kedua, Tidak mempertimbangkan dampak dan implikasi sebagai dasar ketetapan hukum
menjadikan Sadd al-Dzari'ah itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam masalah ini.
Karena itu Syafi’iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa menjual daun ubi kayu ke peternak babi
atau pedagang pasar yang akan membawa ke peternakan babi dibolehkan. Sebab, akad jual beli
telah terpenuhi secara hukum, sehingga peruntukan yang lain bukan menjadi bagian dari akad jual
beli tersebut.

MEMPERHATIKAN

a. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Jual-Beli:

b. Pendapat Para Ulama Tentang Penerapan Dalil Hukum Sadd al-Dzari’'ah dan Istibsan:

c. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUTI Kab. Tanah
Toraja dan Kab. Mamasa serta Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada
Rabu, 22 Mei 2023;

d. Masyarakat minoritas muslim adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari masyarakat
muslim secara umum. Sehingga ummat Islam yang tinggal di daerah minoritas
membutuhkan hukum figih khusus yang dapat memberikan solusi dalam kehidupan
beragamanya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENJUAL TANAMAN/SEBAGIAN TANAMAN UNTUK
PAKAN BABI

Merujuk pada dua arus pandangan dari empat mazhab di atas, kemudian memperhatikan
kemaslahatan pada kondisi masyarakat saat ini yang berdiam di tempat minoritas muslim, maka
dapat ditempuh cara menggabungkan (jama’ wa taufiq) atau memilih (tarjih) dari empat mazhab
tersebut di atas, maka ditetapkan:

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Menjual daun ubi untuk peternak babi di daerah minoritas Muslim
adalah Mubah (dibolehkan) demi tercapainya washlabat yang jelas,
yaitu untuk membantu perekonomian petani dalam rangka memenuhi
kebutuhannya;

2. Ketentuan hukum ini hanya diperuntukkan kepada kaum muslimin
yang tinggal di daerah minoritas, karena adanya maslahat terhadap
kehidupannya;

3. Jika bisa dihindari untuk tidak menjual daun ubi kepada peternak babi

maka itu lebih utama.
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Kedna : Rekomendasi

1. Untuk keberkahan rezeki, diimbau kepada para petani untuk
mencari rezeki yang halal dan menghindari transaksi yang
meragukan;

2. Sedapat mungkin setiap muslim menghindarkan diri dari hal-hal
yang syubhat.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

. Berdasarkan pengamatan terhadap pendapat para ulama berkenaan
dengan prisip transaksi serta maslahat yang tersirat dan tersurat,
maka MUT sulsel mengeluarkan fatwa sebagai respon atas kondisi
masyarakat yang menuntut untuk menjual daun ubi kepada para
peternak babi karena kebutuhan ekonomi.

[

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 12 Dzulqaidah 1443 H
1 Juni 2023 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA,

Sekretaris,

Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

kretaris Umum,

NV

Muammar Bakry, Lc., M.Ag

Ketua Umum,

ﬁ//[[(c /:}d

Prof. Dr. KH. Najnriddin, MA
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4. FATWA MUI SULSEL Tahun 2024
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MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
‘Web: https: i Email: oficial. i il IG: i i FB: 1 i

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 005 Tahun 2024

Tentang

TAKLIM MAKRIFAT PIMPINAN MR. TM
(AFILIASI YAYASAN WASILAH NAQS NUSANTARA/MAJELIS TAKLIM
TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHOLIDIYAH DI MAKASSAR)

e 3
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG

a. Informasi yang sampai kepada Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tentang
berkembangnya pemahaman dan pengamalan agama yang berbeda dengan ajaran Islam;

b. Kanal Youtube “Taklim Makrifat“ milik Mr. TM yang menurut pengikutnya bernama
Zamroni;

c. Hasil rapat pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar Hari Selasa, Tanggal 6
Februari 2024 dan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar Hari
Kamis Tanggal 8 Februari 2024;

d. Hasil sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Jum’at, 9
Februari 2024;

e. Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Majelis Ulama
Indonesia Sulawesi Selatan;

f. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar
Makassar Nomor: B/213/1I/RES 1.24/2024/Reskrim;

g. Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian agidah Islam,
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu mengeluarkan fatwa
tentang TAKLIM MAKRIFAT pimpinan Mr. TM (Zamroni) Afiliasi Yayasan Wasilah
Nags Nusantara/Majelis Tarekat Nagsyabandiyah Kholidiyah di Makassar.

MENGINGAT
Firman Allah Swt.:

1. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 40 tentang keberadaan Nabi Muhammad Saw.
Sebagai Nabi Penutup;

st UKM”’ 3

Terjemahnya:
“Mu d itn b lak bapak dari seseorang di antara kamn, melainkan dia adalah utusan Allah
dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesnatn”
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2. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An’am/6: 103 tentang wujud Allah Swt, yang tidak dapat
dijangkau oleh panca indera;
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Terjemahnya:

“Dia tidak dapat dij oleb pengli) mata, sed. Dia dapat Z segala penglib
itu. Dialah Yang Mahahalus lagi Mahateliti”

3. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 45 tentang perintah untuk membaca Al-
Qur’an dan mentadabburinya;
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Terjemahnya:

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telab d. kan kepadamn dan tegakkanlah salat.
Sesunggubnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. S lmggﬂb mengingat Allah (m/rzl) itn
lebib besar (kentamaannya daripada ibadab yang lain). Allah mengetahui apa yang kamn kerjakan.”

4. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 48 tentang pentingnya menjalankan syariat
Islam;
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Terjemahnya:

“Kami telah menurunkan kitab suci (ALQur'an) kepad (Nabi Muh d) dengan (7 7)
Fkebenaran sebagai pembenar kitab-kitab_yang dii lumnya dan sebagai penjaganya (acnan

dapnya). Maka, kanlab (perkara) mereka mennrut aturan yang diturnnkan Allah
dan janganlab engkan mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang
Fkepadamn. Untnk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya
Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmn satn nmat (sqja). Akan tetapi, Allah hendak
mengujimu tentang karunia yang telah Dia bkan kepad. Maka, balah dalam
berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semna ,ém/ba/l laln Dia memberitabukan kepadamn
apa yang selama ini kamu perselisibkan.”

[

Firman Allah Swt. dalam Al-] Jatsn ah/45: 18, tentang pentingnya mengikuti syariat;
J Sewss
Q}.L\i\b_/, ;\)A\ N\lj\.@,«wb}N\\f«x M\}c\)..bo
Terjemahnya:

“Kemnudian, Kami jadikan engkan (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari nrusan (agama) itn. Maka,
ikutilab ia (syariat itn) dan janganiah engkan ikuti hawa nafsn orang-orang yang tidak mengetahus.”
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6. Firman Allah Swt. dalam As-Syuara/26: 11, tentang Allah swt tidak ada yang menyerupai;

e 2 5555 5

Terjemahnya:
“... Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maba Melihat.”

7. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An’am/6: 153 tentang pentingnya mengikuti jalan yang
lurus;
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Terjemahnya:

“Sunggub, inilah jalan-Ku yang lurns, maka ikutilah! Jangan kamun ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga
mencerai-beratkanmu dari jalan-Nya. Demikian itn Dia perintabkan kepadamu agar kamu bertakwa”

8. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 238 tentang pentingnya mengikuti jalan yang

lurus;
Gesb by asgl s L2l ol 3l
Terjemahnya:

“Pelibaralah semuna salat (fardu) dan salat Wusta. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan
Rhusynk.”

Hadits Nabi Muhammad Saw. antara lain:

1. Hadits Rasulullah Saw tentang Nabi sebagai penghimpun manusia:

ais\j;&\j,_: J6 J6 124 25 M\fc.g,d,.,,&sy
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Artinya:

Dari Muhammad Bin Jubair Bin Muth’im dari ayahnya RA., berkata: Rasulullah Saw
bersabda:"Saya mempunyai lima nama (julukan): Saya Mubammad, Saya Abmad, Saya penghapus
Fkekufuran yang Allah bersibkan melalui saya, saya penghimpun dimana manusia dibimpun yang mengikuti
aku. (Dengan kata lain, Kiamat adalah satu-satunya yang akan datang sesudahkn); dan saya adalah Yang
Terakhir dalam arti tidak ada nabi yang datang sesudabkn* (HR. Bukhari dan Muslim)
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2. Hadits Tentang Menafsirkan Al-Qur’an.
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Artinya:
Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jagalah diri untuk
menceritakan darifen kecuali yang kalian ketabui, barangsiapa berdusta atas namakn, maka bersiap-siaplah
untuk menempati tempatnya di neraka dan barangsiapa mengatakan tentang al-Qur'an dengan pendapatnya,
maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka." (Abu Isa berkata; Hadits ini hasan.)

3. Hadits tentang Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir:
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Artinya:

Dari Sa’d bin Abi Waqqaash ia berkata : “‘Rasulullah shallallaabn ‘alaibi wa sallam pernah nemberi
tugas ‘Ali bin Abi Thaalib saat perang Tabuk (untuk menjaga para wanita dan anak-anak di rumah).
Ali pun berkata : ‘Wabai Rasulullah, engkan hanya menugasikn untuk menjaga anak-anak dan wanita
di rumah ?'. Maka belian menjawab : “Tidakkah engkan rela mendapatkan kedudukan di sisikn seperti
kedudnkan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelabkn ?” (Diriwayatkan oleh Al-
Bukhariy no. 4416 dan Muslim no. 2404).

4. Hadits Nabi Saw tentang Nabi dan Rasul Palsu:
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Artinya:
“Tidak akan teyjadi hari kiamat hingga mucul para dajjal/ para pendusta, yang berjumliah sekitar 30-an.
Mereka semmna mengakn sebagai utusan Allah (Rasulnllah).” (HR. Muslim, no. 157)

5. Hadits Nabi Saw tentang status Nabi terakhir:
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Artinya:
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Pernmpamaan a,é// dengan Nabi sebelumbkn ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah
b ia memperindah dan mempercantik b tersebut kecnali satu tempat batn bata
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di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengitarinya, mereka kagnm dan berkata, “Alangkah
baiknya, jika batn bata ini diletakkan, akulab batn bata itu dan akn adalah penutup para nabi.”” (HR.
Bukhari, no. 3535 dan Muslim, no. 2286)

6. Hadits tentang Nabi dan Rasul terakhir:

) ($ Y% sk Sz \)umu_gu\,du)\dum 525 J§

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, “Rasuiullah bersabda, Kerasulan dan kenabian telah terputus,
tidak ada lagi rasul dan nabi sesudabkn.” (HR. Ahmad)

7. Hadits tentang perintah shalat dan zakat:
W) Valsis J e jLi_iJ;;JUua;ais\ o5 B g dezis@;;;n i
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Artinya:

“Ketika Nabi shallallabn ‘alaihi wa sallam mengutus Mu'adz, radhiallabn ‘anbn ke Yaman, belian
berkata, “Ajakiah mereka kepada syabadah (persaksian) babwa tidak ada ilah (sesembahan) yang
berhak disembal) kecnali Allah dan bahwa aku adalah ntusan Allah. Jika mereka telah menaatinya,
matka beritabukanlah babwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sebari semalam. Dan
Jika mereka telah inya, maka beritah lah bakwa Allah telah mewajibkan atas mereka
shadaqah (3akat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada
orang-orang fagir mereka.” (HR. al-Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.)

8. Hadits tentang perintah membaca Al-Qur’an:
5015 345 51380 5 s e g clea Joa Jy25 J6:206 G2 4 o 1ok 32
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Artinya:

Dari Ummul Mukminin Aisyah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Orang yang
membaca al-Qur'an dan ia mahir membacanya, akan bersama malaikat yang mulia nan
baik-baik; sedangkan orang yang membaca al-Qur’an namun masih terbata-bata, maka ia
akan memperoleh dua pahala” (HR. Bukhari Muslim).

Kaidah Fiqih dan Pendapat Ulama:
bl iy o MW azad |y Wble an > M day o))

Artinya:

“Syariat tanpa hakikat maka akan lumpuh, hakikat tanpa syariat batal”
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Artinya:
Imam Malik berkata: “Barangsiapa yang bertasawuf (makrifat) dan tidak berfigih (syariat) maka

dia zindiq, dan barangsiapa yang berfiqih dan tidak bertasawuf maka dia fasiq” (As-Sadah Al-
Malikiyah, Hasyiah Al-Allamah Al-Adawy)
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Artinya:

Dikatakan kepada Junaid: "Ada orang-orang yang mengaku memiliki pengetahuan, mereka
berkata bahwa mereka mencapai kedekatan dengan Allah dengan meninggalkan gerakan-gerakan
(amal) atas nama kebaikan dan ketakwaan."

Junaid berkata: "Itu adalah perkataan orang-orang yang meremehkan amal. Menurutku itu adalah
hal yang besar. Orang yang mencuri dan berzina lebih baik daripada orang yang mengatakan itu.
Orang-orang yang mengenal Allah mengambil amal dari Allah dan kembali kepada Allah dengan
amal tersebut. Jika aku hidup seribu tahun, aku tidak akan mengurangi sedikitpun amal kebaikan,
kecuali jika aku dicegah untuk melakukannya."

Salah satu tanda orang yang mengenal Allah: Dia tidak menuntut dan tidak bertengkar.

Dia tidak menegur dan tidak melihat dirinya memiliki kelebihan atas orang lain. Dia tidak melihat
dirinya memiliki hak atas orang lain.

Tanda lainnya:

Dia tidak menyesali masa lalu dan tidak bahagia dengan masa depan. Dia melihat segala sesuatu
dengan pandangan kefanaan dan kehancuran. Karena pada hakikatnya, segala sesuatu itu seperti
bayangan dan khayalan. Junaid berkata: "Seseorang tidak menjadi orang yang mengenal Allah
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sampai dia seperti bumi yang dipijak oleh orang baik dan orang jahat. Dia seperti awan yang
menaungi segala sesuatu. Dia seperti hujan yang menyirami apa yang dia sukai dan apa yang dia
tidak sukai."

Yahya bin Mu'adz berkata: "Orang yang mengenal Allah keluar dari dunia tanpa memuaskan dua
keinginannya: menangis atas dirinya sendiri dan memuji Tuhannya."

Ini adalah perkataan yang paling indah. Menunjukkan bahwa dia mengenal dirinya sendiri,
kekurangannya, dan kesalahannya. Dia juga mengenal Tuhannya, kesempurnaan, dan keagungan-
Nya. Dia sangat kiitis terhadap dirinya sendiri dan selalu memuji Tuhannya.

Abu Yazid berkata: "Mereka hanya mendapatkan pengetahuan dengan mengabaikan apa yang
mereka miliki dan berpegang teguh pada apa yang dimiliki. (Abu Abdurrahman As-Sulami,
Tabaqat As-Shufiyah: 159)

UU-RI dan KUHP:

a. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008;
b. Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

MEMPERHATIKAN:
Pertama:

Telah berkembang pemahaman dan pengamalan keagamaan di Kota Makassar dan sekitarnya.
Serta kanal Youtube “Taklim Makrifat” pimpinan Mr. TM (Zamroni) yang terindikasi
menyimpang dari ajaran agama Islam.

Kedua:

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk melakukan
penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan
pengamalan jamaah yang bersangkutan. Hasil penelitian ditemukan hal-hal yang diidentifikasi
menyimpang daxi ajaran Islam yang benar, antara lain:

1. Keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad Saw;

2. Keyakinan tentang wujud Allah Swt adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan
mata;

Pandangan tentang mengaji (membaca Al-Qur’an) bukan ajaran Nabi Muhammad Saw:
Keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat;

Menafsirkan Al-Qur’an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;

Zakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru Mr. TM;

Orang yang melaksanakan shalat secara syariat masuk neraka »af,

Menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para
ulama dan pemerintah.

0 oY Lugk o

Ketiga:

Setelah dilakukan pengkajian dan mudzakarah terhadap ajaran kelompok ini, maka disimpulkan
bahwa ajaran tersebut Sesat dan Menyesatkan, karena dapat merusak Ajaran Islam sebagai
berikut:

1. Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep IThsan;
2. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
3. Menyerupakan Allah Swt dengan manusia (laki-laki);
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Mengingkari perintah membaca Al-Qur’an;

Mengingkari perintah syariat shalat;

Menafsirkan Al-Qur’an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
Menyalahi Figih dan Undang-Undang Zakat;

Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

0 H oV b R

Daii poin-poin pertimbangan diatas, dengan bertawakkal kepada Allah Swt,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: FATWA TENTANG ALIRAN TAKLIM MAKRIFAT PIMPINAN MR.
™

1. Menetapkan bahwa Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM telah menyalahi
ajaran Islam, sesat dan menyesatkan.

2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM
supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-hagqg), yang sejalan
dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis.

REKOMENDASI:

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham agar mencabut izin operasional Yayasan yang
terkait dengan kelompok Taklim Makrifat;

2. Kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku
di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan Media Sosial
lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Taklim Makrifat Mr. TM dan seluruh jaringannya;

3. Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan
pembinaan kepada kelompok Taklim Makrifat.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Rajab 1445 H
10 Februari 2024 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

Dr. KH-Sfamsul Bahri Hamid, Lc., MLA.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Ry’

Prof. Dr. I(H.’I—\Iaiamuddin AS, M.A.
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5. FATWA MUI SULSEL Tahun 2025
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 006 Tahun 2025
Tentang
HUKUM SOBIS

a5l a3l 4 g
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

1. Sosial Bisnis disingkat dengan Sobis merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut
modus penipuan online yang pelakunya mayoritas berasal dari Kabupaten Sidrap dan
sekitarnya di Sulawesi Selatan. Korbannya dapat menyasar pengguna telpon seluler bukan
hanya di daerah sekitar tapi juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum. Modus
penipuan ini melibatkan penggunaan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk
melakukan transaksi atau aktivitas ilegal secara daring. Pelaku penipuan biasanya
menggunakan KTP atau identitas pribadi orang lain untuk membuka rekening bank,
melakukan transaksi online, atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan identifikasi.

2. Pelaku Sobis disebut dengan “Passobis” yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam
berkomunikasi dengan korban. Mereka mampu membujuk korban untuk percaya pada
narasi mereka selanjutnya korban memberikan data atau uang yang diminta.

3. Passobis menggunakan berbagai platform online seperti situs jual beli online, pesan instan,
telepon, atau aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X),
serta Threads untuk menjebak korban.

4. Passobis menggunakan taktik manipulasi psikologis, seperti menciptakan suasana
kepanikan atau penawaran menggiurkan, untuk memperoleh informasi pribadi atau uang
dari korban. Modus operandi penipuan online ini sangat beragam dan terus berkembang,
seperti phishing (memancing informasi sensitif dengan berpura-pura sebagai entitas
terpercaya), catfishing (menciptakan identitas palsu untuk menjalin hubungan emosional),
dan penipuan investasi palsu. Demikian pula dengan modus penipuan pajak, penipuan
pinjaman, atau penipuan terkait dengan kabar duka dan lain-lain.

Penipuan menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dengan cara melawan hukum baik memakai nama palsu, identitas palsu,

tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan
barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.

6. Dampak kejahatan Sobis merugikan masyarakat umum bukan hanya kerugian finansial,
tetapi juga kerugian psikologis. Meskipun dianggap penipuan, sebagian masyarakat melihat
kegiatan Sobis sebagai alternatif penghasilan.

[

MENGINGAT :
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1. Dalil Al-Quran
a. Firman Allah Swt. Dalam Surah An-Nisa' 4/29:

15 5 ® 8 5 e 8085 03K 01 91 bl 2k 28050 3R Y 13 s
L &, 548 40 512 i
Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh ditimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Firman Allah Swt. Dalam surah Al-Bagarah 1/188:

13 (9 0 0530 5 s V5D R 0 T 15855 OBy i 05211566 ¥
¢ Ozalad

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud
agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi Muhammad Saw.
a. Hadis Nabi riwayat Bukhari No. 2387 dari Abu Hurairah r.a berkata:

Artinya:
“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
Barangsiapa yang mengambil harta manusia (berhutang) dengan niat untuk
membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya.
Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk menghabiskannya
tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya.”

b. Hadis Nabi riwayat Muslim No. 146 dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:
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Artinya:
“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari
golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami.”

c. Hadis riwayat Muslim no. 147:
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Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau
memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh
sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?"
sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai
Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas
makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan
dari golongan kami.”

d. Hadis riwayat Muslim no. 2564:
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Artinya:
“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda: ”Janganlah kalian saling dengki, saling menawar tinggi, saling
membenci, saling membelakangi dan jangan sebagian dari kalian menjual apa
yang dijual saudaranya. Jadilah kalian semua hamba—hamba Allah yang
bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia
tidak  boleh  menzhaliminya, menghinanya, mendustakannya  dan
merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini —sambil menunjuk ke dadanya
sebanyak tiga kali- cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia
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merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya
haram dan terjaga darah, harta dan kehormatannya.”

e. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad r.a dalam musnadnya:
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Artinya:

“Barangsiapa mengambil harta orang muslim dengan jalan yang bathil, maka ia
akan menemui Allah SWT dan Allah SWT dalam keadaan murka kepadanya.”

f.  Hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas™ud dan disahkan oleh Al-Bani:
DA 3 glasdly BRal (il e B
Artinya:

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang
berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban).”

g. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad:
danf ol gy Al dudi Caaday W) alisa {6 5el Jle g Y
Artinya:

“Tidak halal bagi seseorang (muslim) untuk mengambil harta orang lain (muslim)
kecuali dengan kerelaan dari orang tersebut.”

3. Pendapat Ulama:

Berdasarkan kerusakan dan tipu muslihat yang terdapat pada suatu transaksi yang

ditawarkan seseorang yang mengarah pada dosa, kerugian, gharar (muslihat), fadlis

(pemalsuan) maka para fuqaha mengkategorikan tindakan sejenis penipuan itu dengan

istilah gussyun (manipulasi) maka hal itu dikategorikan sebagai berikut:

a. Penipuan mencakup segala jenis tipu daya, seperti: pengkhianatan (misalnya,
kebohongan dalam jumlah haiga), zanagjush (menunjukkan minat membeli untuk
memancing orang lain agar membeli), zaghrir (memikat dengan cara yang palsu
untuk menarik minat pada transaksi), 7adlis al-‘aib (menyembunyikan cacat
tersembunyi pada objek yang diperdagangkan), dan ghaban fahisy (kerugian yang
mencapai setengah dari harga barang pada barang bergerak, sepuluh persen pada
hewan, dan lima persen pada properti). Salah satu bentuk ghaban adalah situasi di
mana orang kota membeli barang dari kafilah pedagang yang datang dari desa-desa
atau pedalaman dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar, yang
mengakibatkan kerugian besar.

b. Imam Ibnu Hajar al-Haitami Rabimabhullah berkata:

o ity il B ol RE PRSI
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c.

Maksudnya:
“Dosa besar yang kedua ratus adalah penipuan/pemalsuan dalam jual
beli dan lainnya.” (Ibnu Hajar al-Haitami, az-Zawajir ‘an Iqtirafil
Kabair, [Beirut, Darul Fikr: 1987], juz II, halaman 123).

Imam Al-Ghazali Rabimahullah berkata:
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Maksudnya:

Al-Ghazali berpendapat: “Penipuan (ghag) hukumnya haram dalam
seluruh bentuk jual beli dan pekerjaan (kerajinan). Tidak sepantasnya
seseorang meremehkan pekerjaannya dengan cara yang jika orang lain
melakukannya yang bersangkutan tidak menginginkannya. Justru
seharusnya ia menyempurnakan pekerjaannya dan memperbaikinya,
lalu menjelaskan cacatnya jika terdapat cacat padanya, dengan begitu ia
bisa terbebas (dari dosa).” (Thya' Ulumuddin, Jilid 2, hal. 85).

d. Muhammad Bin Allan Al-Bakry al-Shadiqiy Al-Syafii Rabimahullah berkata:

e.
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Maksudnya:

“Yang Sangat Alim Muhammad Bin Allan Al-Bakriy al-Shadigiy Al-
Syafii Dalam kitab Dalil Falihin Lituruqi Riyadhis Shalihin, juz 8/421
berkata: “Di antara yang paling menyakitkan adalah menipu karena
menipu adalah mengiming-imingkan adanya waslahat didapatkan”.

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ bahwa transaksi yang mengandung
tipuan itu adalah transaksi dalam kemaksiatan, sementara Imam As-Syafi’i dalam
kitab Al-Mukhtasar, bahwa transaksi dengan dasar 7adlis/mengelabui adalah
hukumnya haram.

Al-Mawardi berpendapat dalam Adab Ad-Dunya wa Ad-Din 1/77:
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Maksudnya:

Al-Mawardi berkata: “Sesungguhnya orang yang mengatakan sesuatu yang tidak
ia lakukan, maka ia telah menipu. Dan orang yang memerintahkan sesuatu yang
tidak ia lakukan, maka ia telah berkhianat. Serta orang yang menyembunyikan
sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia tampakkan, maka ia telah munafik”.
Telah diriwayatkan dari Nabi ¥ bahwa beliau bersabda: “Tipu daya,
pengkhianatan, dan para pelakunya berada di neraka. Adapun memerintahkan
sesuatu yang tidak ia lakukan adalah hal yang ditolak, dan mengingkari sesuatu
yang ia sendiri tidak mengingkarinya adalah perbuatan yang tercela”.

4. Kaidah Figh:
a. Kaidah umum:

Jn ool
Maksudnya:
“Bahaya harus dihilangkan.”
el Qs e asie suliall ¢ p
Maksudnya:
“Menolak wafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kewasiahatan.”

b e alii pja L
Maksudnya:
“Sesuatu yang haram untuk dikerjakan maka haram pula mencarinya.”

ojdact aya 03d) aja Lo

Maksudnya:
“Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya.”

5. Peraturan Perundang-undangan

a.  bahwa dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan
mengenai tindak pidana penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendixi
atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu
muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang,
memberikan utang, atau menghapuskan piutang;

b. bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19
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Tahun 2016, juga sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RT Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik telah diatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk perbuatan penipuan secara
daring (online) yang dapat merugikan masyarakat luas;

MEMPERHATIKAN

a.  Dalil Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad Saw;

b. Pendapat Para Ulama tentang Penipuan;

c. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi dan Mwzakarah Komisi
Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jum’at 21 Maret 2025;

d. Dampak ekonomi dan kerugian materil serta psikologis yang ditimbulkan
kegiatan tersebut.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : HUKUM SOBIS

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Kegiatan Sobis termasuk dalam kategori penipuan (gharar dan fadlis)
yang diharamkan dalam Syariat Islam;

2. Harta yang diperoleh dari kegiatan Sobis adalah haram dan
memanfaatkan harta tersebut juga haram;

3. Passobis dapat dikenakan hukuman 72’z/r/ sanksi sesuai dengan hukum
dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negera Kesatuan
Republik Indonesia.

Kedna : Rekomendasi

1. Penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan
program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital
di semua tingkat masyarakat.

2. Penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada
Passobis sebagai efek jera.

3. Kolaborasi multisektor dengan mendorong kerjasama antara
pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat
dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan Sobis.

4. Peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran ulama
dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang
mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam.

. Pengembangan teknologi dan peningkatan sistem keamanan digital
dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari
kejahatan siber.

6. Program pemberdayaan generasi muda dengan menyediakan

v

pelatihan  keterampilan dan peluang kerja untuk mencegah
keterlibatan mereka dalam praktik Sobis.
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7. Melakukan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang bahaya penipuan dan konsekuensi hukum dari
praktik kejahatan penipuan Sobis.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 06 Dzulqaidah 1446 H
04 Mei 2025 M

MAIJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua

usydi Khalid, M.A. Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAUJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum Sekretaris Umum

ﬁ/ lite [__\-'

Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.

uammar Bakry, Lc., M.Ag.
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D. Daftar Indeks Fatwa (2021-2025)

No Nomor Fatwa Tahun Tentang Bidang Keterangan

) SOV 2021
2 e 2022
2 2023
4 e 2024
5 eeveeseeeens 2025

E. Ketentuan Penggunaan Lampiran

1. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Buku Panduan Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Setiap pengutipan fatwa wajib mencantumkan nomor
dan tahun fatwa secara lengkap.

3. Apabila terjadi perbedaan redaksi antara lampiran dan
naskah asli fatwa, maka yang dijadikan rujukan adalah
naskah asli yang disahkan oleh MUI Sulsel.

4. Lampiran dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan
kebutuhan kelembagaan.

F. Penutup Lampiran

Dengan adanya ruang lampiran ini, diharapkan seluruh fatwa
MUI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021—2025 terdokumentasi
secara sistematis, transparan, dan mudah diakses. Lampiran ini
sekaligus menjadi bukti akuntabilitas kelembagaan serta referensi
penting dalam pengembangan fatwa yang berkelanjutan dan
responsif terhadap kebutuhan umat.
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